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BERDEMOKRASI DAN BERAGAMA 
DIMULAI DARI MANA? 
M. Qasim Mathar 
Seperti keinginan banyak orang agar kita bersikap demokratis, juga banyak orang 
menginginkan agama (baca: ajaran dan nilai-nalai agama) mewarnai kehidupan sehari-
hari. Yang dimaksud dengan kehidupan sehari-hari adalah tata pergaulan dan hubungan 
sesama kita yang kita lakoni setiap hari. Contohnya tentu banyak. Mulai dari apa yang 
kita lakoni di dalam rumah kita masing-masing hingga hubungan sesama kita di luar 
rumah. Bagaimana orangtua bertutur-kata kepada anak-anaknya di rumah hingga 
bagaimana orangtua tersebut bertutur-kata ketika di luar rumah, misalnya, di rumah 
tetangga, di rumah sanak famili, di rumah kawan, di tempat kerja, di pasar, di mal, dan 
lain-lain. Bagaimana pula anak-anak itu bertutur-kata di rumah dan di luar rumah? 
Semuanya diinginkan agar berlangsung dalam bimbingan nilai-nilai agama. 
Keluarga merupakan unit atau bagian amat kecil dari suatu masyarakat. Masyarakat yang 
baik tumbuh dari banyak keluarga yang baik. Dapat juga dikatakan, masyarakat yang 
baik, cikal bakalnya pada keluarga-keluarga yang baik. Semakin banyak keluarga yang 
baik, semakin berpeluang terciptanya suatu masyarakat yang baik. Dengan demikian, 
kalau banyak keluarga yang kurang baik, maka masyarakat di mana keluarga-keluarga itu 
berada, condong menjadi masyarakat yang kurang baik. Keinginan agar agama mewarnai 
kehidupan sehari-hari, seharusnya dimulai dari kehidupan keluarga. Persoalannya adalah, 
apakah agama memiliki tempat di dalam keluarga? Apakah agama dianjurkan, diajarkan, 
dan diteladankan di dalam keluarga? Anjuran, pengajaran, dan teladan adalah berbeda. 
Saya bisa menganjurkan kepada anak-anak saya supaya melaksanakan sembahyang. 
Tetapi, belum tentu saya mengajarkan kepada mereka bagaimana cara sembahyang. Atau, 
saya bisa sampai mengajarkan mereka cara sembahyang, meski saya tidak memberi 
mereka teladan bersembahyang karena saya sendiri tidak melakukan (jarang atau malas) 
sembahyang. Anjuran bisa dilakukan meski tak mengajarkannya atau tanpa memberi 
teladan. Begitu pula, anjuran dan pengajaran bisa dilakukan meski tanpa memberi 
teladan. Apakah hasilnya sama? Tentu, tidak. 
Saya bisa menganjurkan anak-anak di rumah agar bersikap demokratis. Tetapi anak-anak 
itu tidak segera memahami demokrasi, kecuali kalau saya mengajarkan, dalam arti 
menjelaskan kepada mereka tentang apa demokrasi itu. Akan sangat lebih baik, kalau 
yang saya anjurkan dan ajarkan itu dapat dilihat oleh anak-anak dalam contoh perilaku 
dan sikap saya. Akan tetapi, kalau saya sendiri tidak bersikap demokratis di dalam 
kehidupan rumah-tangga, akan besar kemungkinan anak-anak tidak akan mengikuti 
anjuran dan ajaran saya untuk bersikap demokratis. Jadi, teladan ternyata jauh lebih 
penting dan efektif di dalam mengharapkan wujudnya suatu nilai yang baik dan luhur.  
Ada orangtua langsung memberi teladan kepada anak-anaknya mengenai hal-hal yang 
baik, tanpa banyak menyuruh dan melarang serta mengajarkannya. Dengan kata lain, 
anjuran dan ajaran tentang nilai-nilai agama, disampaikan melalui teladan yang dilakukan 
sendiri.  
Demokrasi seringkali dianjurkan dan diajarkan, misalnya, melalui pelatihan, penataran, 
seminar, diskusi, dan sebagainya. Juga, tak jarang sekelompok orang membuat komitmen 
bersama untuk mematuhi nilai-nilai demokrasi. Namun, semua anjuran dan ajaran untuk 
berdemokrasi akan sia-sia jika tidak diikuti dengan keteladanan. Demokrasi, misalnya, 
mengajarkan untuk siap menerima kekalahan di dalam suatu pemilihan umum. Semua 
orang tahu ajaran tersebut. Akan tetapi, tanpa teladan benar-benar siap menerima 
kekalahan, demokrasi hanya isapan jempol atau sekedar “hiasan bibir”.  
Begitu juga agama. Semua orang tahu bahwa agama mengandung semua nilai kebaikan. 
Tak ada nilai buruk dan jahat di dalam agama. Akan tetapi, kalau keberagamaan lahir 
dalam bentuk kekerasan, anarkis, terror, pemaksaan kehendak, dan membuat banyak 
orang menderita, maka mestikah agama yang demikian diikuti? Diperlukan kesadaran 
teologis yang dipupuk sejak dini. Agama dan demokrasi memang harus dimulai dari 
kehidupan keluarga. Tidak sekedar dengan anjuran dan pengajaran, tetapi lebih utama 
dengan teladan. Bahkan, juga beragama dan berdemokrasi tidak cukup dengan membuat 
komitmen, kalau dari keluarga tidak ada teladan berdemokrasi dan beragama yang baik 
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I 
Kalau diperhatikan dengan cermat di dalam al-Quran, maka kata dakwah dan semua kata 
yang seakar dengannya, ternyata bermakna netral saja. Artinya, dakwah di dalam al-
Quran bisa berarti positif dan negatif, baik dan buruk. Dengan kata lain, al-Quran 
menggunakan kata tersebut untuk hal yang baik dan buruk. Jadi, tidak salah kalau 
dikatakan ada dakwah yang baik ada pula dakwah yang buruk; ada dakwah yang 
membimbing, ada pula dakwah yang menyesatkan. Dakwah dengan makna positif dapat 
dipahami pada kata dakwah yang terdapat pada surah al-Baqarah [2]: 186, yang 
terjemahannya adalah: “Dan jika hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, (jawablah) 
bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan doa (dakwah) orang yang memohon kepada-
Ku”. Sedang dakwah dengan makna negatif dapat dipahami pada kata dakwah yang 
terdapat pada surah Ibrahim [14]: 22, yaitu perkataan setan, yang terjemahnya sebagai 
berikut: “Sekali-kali tiada kekuasaan bagiku terhadapmu, kecuali (sekedar) menyeru 
kamu lalu kamu mematuhi seruan (dakwah)ku; karena itu, janganlah kamu menyalahkan 
aku, tetapi salahkanlah dirimu sendiri”. 
Memang di dalam kamus, kata dakwah mencakup banyak arti. Di antaranya ialah: 
memanggil, menyeru, mengajak, mempersilahkan, mengundang, menyebarkan, 
memohon, berdoa, propaganda, pengaduan, azan, dan lain-lain. Dengan arti yang sangat 
banyak itu, adalah menjadi penting untuk memperhatikan dalam konteks apa kata 
tersebut digunakan. Setiap orang bisa mengatakan bahwa yang sedang dia lakukan atau 
sesuatu yang sedang terjadi dari akibat perbuatannya adalah dakwah. Tidak mustahil ada 
pihak yang mengatakan bahwa peristiwa Bom Bali dan yang semacamnya, sebenarnya 
adalah dakwah. Sehingga, “pemberian makna dakwah sebagai ‘seruan khusus’ atau 
‘panggilan’ kepada, atau atas nama, tujuan tertentu memungkinkan kepentingan suatu 
golongan mengadopsi istilah tersebut untuk kepentingannya sendiri” (John S. Esposito, 
Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Bandung, Mizan, 2002, Jilid 1, h. 341). Jika 
sesuatu dikatakan sebagai dakwah, akan tetapi sarat dengan kepentingan sendiri atau 
kepentingan tertentu dan sempit, maka ketika itu dakwah yang demikian sebenarnya 
berarti propaganda dan dainya tidak lebih sebagai seorang provokator.  
Di zaman kita sekarang, sudah sangat sulit dibedakan mana dai dan mana provokator. 
Juga, sudah bercampur aduk antara dakwah dan propaganda. Kesulitannya terletak pada 
karena kedua-duanya, dai dan provokator serta dakwah dan propaganda, dilakukan pada 
tempat dan kesempatan yang sama. Misalnya, di mesjid pada saat ibadah Jumat, di majlis 
taklim pada saat pengajian. Kesulitan membedakan kedua hal itu, tidak hanya pada 
tataran perorangan, tetapi juga pada tataran kelembagaan. Lembaga-lembaga yang 
menamakan diri sebagai lembaga dakwah, masih mungkin dipersoalkan: adakah ia 
lembaga dakwah atau lembaga propaganda; dan apakah muballig yang di bawah 
koordinasinya sebenarnya adalah sekelompok provokator? 
II 
Agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sulit membayangkan 
agama tidak di tengah kebudayaan. Sebab, agama ada di tengah manusia, dan hanya 
manusialah makhluk yang berbudaya. Dan, memang kepada manusialah agama 
diperuntukkan. Makhluk selain manusia, yang tidak berbudaya, itu keadaan dan 
“nasib”nya sangat ditentukan oleh manusia dan kebudayaannya. Agama dalam konteks 
agama Islam atau wahyu Islam, juga tidak terkecuali dengan apa yang barusan dijelaskan.  
Kebudayaan biasa dijelaskan sebagai setiap hasil pikiran, rasa, dan karsa manusia. 
Dengan pikirannya manusia melahirkan sains/ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan 
rasanya manusia menciptakan sesuatu yang indah dan halus. Dengan karsanya manusia 
tetap memelihara dorongan untuk hidup. Dengan pikiran, rasa, dan karsanya manusia 
menciptakan dan melahirkan peradaban. 
Sebagai agama, Islam mustahil sampai dan diterima manusia tanpa pertolongan 
kebudayaan. Hanya karena berbudaya, Islam bisa diketahui oleh manusia. Bahkan, 
pertolongan kebudayaan itu terhadap Islam sudah terjadi sejak pertama kali wahyu Islam 
diturunkan. Pertolongan atau bantuan kebudayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut. 
Kecuali yang kepadanya diberi dan diizinkan Allah, maka tidak seorang manusiapun 
mengetahui hakikat wahyu. Hanya para rasul, para nabi, dan beberapa orang yang diberi 
wahyu yang mengetahui bagaimana pengalaman menerima wahyu. Pengalaman mereka 
itulah yang kemudian digambarkan oleh ilmu tentang itu mengenai bagaimana wahyu itu 
diterima oleh seseorang. Demikian halnya Nabi Muhammad s.a.w., hanya beliau sendiri 
yang paham dan mengalami setiap wahyu Islam itu diturunkan kepadanya. Setiap Nabi 
selesai menerima wahyu, beliau tentu akan menyampaikan wahyu tersebut kepada 
manusia; dalam hal biasa, adalah kepada sahabat-sahabat beliau pertama kali wahyu itu 
beliau sampaikan. Dalam menyampaikan wahyu sehabis menerimanya, Nabi tidak 
menjelaskan apa dan bagaimana wahyu itu beliau terima. Nabi hanya memberitahu 
sahabatnya bahwa dia baru saja menerima wahyu, lalu Nabi mengucapkan wahyu itu di 
depan mereka. Nabi juga biasa menyuruh sahabat tertentu untuk menuliskan wahyu 
tersebut. Dalam hal ini adalah Zaid bin Tsabit. 
Dari penjelasan di atas, teranglah sudah bahwa wahyu sejak pertama kali disampaikan 
kepada manusia, maka unsur-unsur budaya sudah bersentuhan dengannya. Unsur-unsur 
budaya itu adalah “ucapan” atau “huruf-huruf yang diucapkan” Nabi s.a.w. Kemudian, 
unsur-unsur budaya lainnya adalah ”tulisan” atau “aksara yang disusun dalam bentuk 
tulisan” oleh sahabat Nabi s.a.w. Jadi, wahyu Islam mustahil diketahui manusia tanpa 
bantuan kebudayaannya. Sangat boleh jadi sekiranya Nabi Muhammad adalah orang 
Bugis, tentu al-Quran itu beraksara lontara karena nabi menyampaikan wahyu itu dalam 
bahasa Ibunya, bahasa Bugis. Dari perspektif ini, skema yang dibuat oleh banyak ahli 
kebudayaan yang menempatkan agama (religi) sebagai salahsatu bagian kebudayaan, 
dapat dimengerti. 
Pada perkembangan selanjutnya, terutama sepeninggal Nabi Muhammad, Islam di dalam 
sejarah telah kawin-mawin dengan berbagai unsur kebudayaan di mana Islam 
bersentuhan dan masuk ke negeri-negeri atau komunitas-komunitas manusia yang 
memiliki kebudayaan tersebut. Karena itu, kemudian dikenal Islam Arab, Islam Mesir, 
Islam Iran (Persia), Islam India, Islam Cina, Islam Indonesia (Melayu), Islam Eropa 
(Barat), dan lain-lain. Perjalanan sejarahlah yang membuat wahyu Islam kawin-mawin 
dengan beraneka corak kebudayaan, yang karenanya, dikenal pula Islam Sunni dan Islam 
Syiah. Sehingga, pernyataan adanya “Islam murni” atau “kembali kepada Islam murni”, 
sebenarnya mengandung persoalan besar, yang mana itu?   
III 
Dua bagian dari penjelasan di atas diharapkan bisa membawa kita untuk lebih jernih 
melihat dua hal yang biasa dipertentangkan. Yaitu, dakwah kultural dan dakwah 
struktural birokrasi. Kedua jenis dakwah tersebut dapat dijelaskan. Dakwah jenis pertama 
(kultural) dapat digambarkan sebagai dakwah Islam yang mencoba menyentuh dan 
berdialog dengan bagian-bagian dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang dilakukan dan 
digeluti warga masyarakat. Dengan demikian, dakwah kultural membuka kemungkinan 
terjadinya adaptasi, akomodasi, akulturasi, sinergi, bahkan sampai kepada bercorak 
budaya dengan sasaran dakwah yang mendukung kebudayaan tertentu. Kebiasaan-
kebiasaan hidup itu meliputi tradisi, adat-istiadat, dan pranata-pranata serta tata-cara yang 
diciptakan oleh suatu masyarakat untuk mendukung dan mempertahankan 
keberlangsungan kehidupannya. Sedang dakwah jenis kedua (struktural birokrasi) dapat 
digambarkan sebagai dakwah Islam yang mencoba mempengaruhi organisasi 
pemerintahan (negara) dan mempengaruhinya, bahkan sedapat mungkin mengambil alih 
semua wewenang dan kekuasaan birokrasi, agar dengan itu semua dapat digunakan untuk 
kepentingan hegemoni Islam. 
Kedua jenis dakwah itu biasa juga digambarkan sebagai “dakwah Islam substansial” 
untuk jenis dakwah kultural dan “dakwah Islam formalisme” untuk jenis dakwah 
struktural birokrasi. Yang pertama memandang dakwah sudah cukup berhasil kalau 
substansi dari ajaran Islam dilaksanakan oleh objek dakwah. Sedang, yang kedua 
memandang dakwah berhasil kalau pernyataan teks dari wahyu juga telah menjadi 
pernyataan negara (birokrasi). Karena itu dakwah kultural bergerak lebih pada tataran 
sosiologis, sedang dakwah struktural birokrasi lebih pada tataran politik. Kedua jenis 
dakwah tersebut sudah berlangsung sepanjang sejarah umat Islam. 
Mana dari antara kedua jenis dakwah itu yang lebih penting dan baik, pada hemat saya, 
bergantung pada siapa yang melakukan dakwah. Yang memandang bahwa suatu 
masyarakat dibangun melalui dan mulai dari tradisi-tradisi, adat-istiadat, kebiasaan-
kebiasaan, lingkungan alam, cara berpikir, nilai-nilai dari masyarakat tersebut, akan lebih 
sesuai dengan dakwah cultural. Sedang, yang memandang bahwa Islam adalah 
sekumpulan nilai-nilai yang harus diberikan kepada masyarakat, dan bahkan sekalipun 
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu berbeda dengan Islam, tentu lebih sesuai 
dengan dakwah structural birokrasi. Untuk jenis dakwah yang kedua, wilayah dan 
peralatan politik menjadi penting. Sedang bagi dakwah kultural, wahyu Islam bisa 
diterima sekalipun tidak memaksimalkan perangkat politik. 
Memang, dakwah yang bermain pada tataran politik berkemungkinan meraih dengan 
cepat apa yang diinginkannya dengan dakwah Islam. Misalnya, karena didukung oleh 
partai politik yang memenangkan pemilu, maka sebagai penguasa baru, Islam mewarnai 
semua bidang kehidupan dalam arti formal dan simbol. Walaupun demikian, sejauh mana 
kondisi itu (Islam formal dan symbol) dapat bertahan, bergantung sekuat apa penguasa 
baru itu menjadikan Islam berakar dalam kehidupan masyarakat. Atau, hegemoni Islam 
itu hanya sepanjang kekuasaan politik di tangan parpol yang menang pemilu tadi. 
Berbeda dengan itu, dakwah kultural karena menyentuh dan berdialog dengan bagian-
bagian dari tradisi, cara berpikir, nilai-nilai yang ada pada masyarakat, maka kalau hasil 
dialog itu positip, nilai-nilai Islam sudah mengambil tempat dan menjadi akar pada 
tradisi, cara berpikir, nalai-nilai masyarakat tersebut. Hasil dakwah kultural tidak akan 
terganggu dengan segera oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi. 
Selain itu, kedua jenis dakwah tersebut juga dibedakan oleh siapa elit, pemuka, ulama, 
tokoh di belakangnya. Dakwah kultural karena bergerak pada tataran sosiologis, pada 
umumnya elit dan ulama di belakangnya tidak memokuskan diri kepada kekuasaan 
politik. Sebaliknya, pada jenis dakwah yang kedua, kekuasaan politik menjadi salahsatu 
tujuan. Itulah sebabnya, ada yang mendefinisikan bahwa issu pelaksanaan syariat Islam 
adalah perjuangan sekelompok elit dan ulama yang belum memiliki kekuasaan politik. 
Sedang, syariat Islam adalah Islam yang dipahami dan kelak dilaksanakan oleh elit dan 
ulama tersebut ketika berhasil memiliki kekuasaan politik. Secara sosiologis, definisi 
serupa itu sulit dibantah. Yang memilih dakwah kultural memang nyaris tidak 
mengusung issu syariat Islam. Issu syariat Islam justeru terlalu sering diusung oleh yang 
memilih jalur dakwah pada wilayah politik. Karena itu, tidak keliru kalau dikatakan issu 
syariat Islam adalah issu politik yang bercorak agama. Tapi, apakah benar dakwah 
kultural tidak bertujuan pula agar syariat Islam terlaksana, ada baiknya didiskusikan. 
 
IV 
Dakwah kultural dengan konsisten berpegang pada firman Allah: “Serulah (ajaklah) 
kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka 
dengan cara yang lebih baik…” “Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan 
balasan yang sama sepadan dengan siksaan yang ditimpakan atasmu. Akan tetapi jika 
kamu bersabar, itulah yang lebih baik” (s. al-Nahl/16: 125-126). Dan, juga pada sabda 
Nabi s.a.w.: “Orang beriman harus memperbaiki kejahatan dengan tangan atau 
lidahnya, bergantung pada kemampuannya, atau setidaknya mengutuknya dalam hati” 
(Sahih Muslim, Kairo, 1954, Jilid 1, h. 69). 
Untuk menjaga konsistensi tersebut, selanjutnya dakwah kultural berpegang pada prinsip 
amar makruf dan nahi mungkar yang banyak digambarkan di dalam al-Quran dan hadis. 
Sedang makruf (ma’ruf) dan mungkar (munkar) dipahami sebagai keadaan yang terdapat 
di tengah-tengah masyarakat. Yaitu: tradisi-tradisi, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, 
nilai-nilai, cara berpikir pada suatu masyarakat. Yang positip, oleh al-Quran, disebut 
ma’ruf, yang negatip disebut munkar. Jadi makruf dan munkar itu bukan dari langit, tapi 
terdapat di dalam masyarakat. Dakwah kultural menyentuh dan berdialog dengan yang 
makruf dan mungkar di dalam masyarakat. Persentuhan dan dialog itu akan berlangsung 
sepanjang kehidupan manusia, pada ruang dan zaman yang berbeda. Karena itu, 
sesungguhnya tidak ada dakwah yang selesai. Yang selesai adalah manusia yang tidak 
cukup usia untuk melakukan dakwah yang seumur sejarah kemanusiaan. Menyadari hal 
itu, dakwah kultural sangat mementingkan pendidikan dan proses serta peralatannya. 
Apalagi, kalau disadari bahwa perubahan suatu masyarakat dipicu oleh capaian hasil 
pendidikan, yaitu iptek. Ipteklah yang memicu perubahan dan juga menggugat agama, 
lalu agama melakukan perubahan. Sebab, kalau tidak, agama akan ketinggalan dan 
ditinggalkan oleh manusia.  
Kesadaran akan hal diuraikan di atas, dakwah kultural bergerak sesuai irama sosial seraya 
berdialog terus tanpa capek dengan gerak sosial tersebut. Dakwah kultural, dengan 
demikian, adalah juga gerakan sosial yang membumikan wahyu pada pijakan sosial dan 
kemanusiaan.  
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Dakwah Islam biasa diartikan dengan ajakan atau seruan kepada Islam. Berdakwah 
berarti mengajak atau menyeru. Bagi yang melakukan ajakan atau seruan tentu 
berkepentingan agar ajakan atau seruannya diterima dan yang diajak atau yang diseru ikut 
bersama dengan si pengajak/penyeru. Agar ajakan atau seruan diterima, si pengajak atau 
penyeru tentu berpikir dan memilih cara yang baik dan efektif di dalam melakukan 
ajakan dan seruannya. Demikianlah, ajakan atau seruan kepada Islam, atau dakwah Islam, 
pasti memperhitungkan cara yang baik dan efektif agar Islam bisa diterima. Bagi juru 
dakwah Islam, ayat-ayat al-Quran yang memberi bimbingan bagaimana dakwah 
dilakukan, dijadikan patokan di dalam melakukan dakwah. Salah satu ayat yang paling 
sering dirujuk mengenai hal itu, ialah firman Allah yang artinya: “Serulah (manusia) ke 
jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, nasihat (pengajaran) yang baik, dan 
debatlah/bantahlah mereka dengan argumen yang lebih unggul. Sesungguhnya Tuhanmu, 
Dialah yang paling mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (juga) 
yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 
 
Di antara kaum muslimin ada yang dengan konsisten mengikuti petunjuk berdakwah 
yang disebutkan oleh makna ayat di atas. Konsisten juga berarti sabar dan mementingkan 
proses di dalam berdakwah. Ia tidak putus asa bila dakwahnya tidak memberi hasil. Ia 
tetap berpikir positif bahwa jika dakwah terus dilakukan insyaallah akan memberi hasil. 
Jadi ia melihat dakwah sebagai proses, bukan aktifitas “sim salabim” atau “membalik 
telapak tangan dengan mudah”. 
Karena ia sabar dan mementingkan proses, ia tidak akan menyatakan bahwa seseorang 
sudah sesat, terutama ketika pihak yang ia seru ke jalan Islam, tidak mau ikut. Ia juga 
tidak dengan gampang mengatakan seseorang sesat karena ia paham betul bahwa yang 
paling tahu siapa yang sesat dari jalan Allah ialah Allah sendiri, seperti dinyatakan oleh 
Allah pada firmannya di atas. Juga Allah yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk 
dari antara manusia. Firman Allah tersebut sudah cukup baginya untuk melakukan 
aktifitas dengan tekun, sabar, dan menyadari proses dakwah. Ia tidak perlu tersinggung 
dan marah, apalagi bertindak menyakiti orang yang diajaknya, sekalipun sekiranya yang 
diajak itu merespons dakwahnya dengan penghinaan. Dakwah serupa ini memiliki 
harapan akan diterima oleh pihak yang diajak. 
 
Ada pula di antara kaum muslimin yang membaca berulang-ulang firman Tuhan di atas, 
baik sebagai wirid maupun bacaan di dalam shalatnya, namun tidak mempraktekkannya 
ketika berdakwah menyeru manusia. Ia tidak konsisten dengan firman Tuhan tersebut. Itu 
tampak pada dakwahnya yang seperti kehilangan kesabaran dan lupa bahwa dakwah 
adalah suatu proses. Ia ingin dan ingin sekali dakwah yang disampaikannya diterima 
secara “sim salabim” atau seperti “membalik telapak tangan”. Karena kehilangan 
kesabaran, ia terperosok jatuh untuk dengan mudah menyesatkan orang lain. Begitu tidak 
sabarnya, ia merasa lebih tahu dari Allah siapa manusia yang sesat dan siapa yang 
mendapat petunjuk. Ukuran sesat-tidaknya seseorang adalah Islam menurut 
pemahamannya. Dia hanya memahami Islam secara tekestual. Sejatinya Islam harus 
dilihat pula secara kontekstual agar terhindar dari kesalahanpahaman beragama. 
Pendekatan teks dan kontekstual dalam memahami agama memiliki 
keuntungan. Pertama, dapat menghindari dari pemahaman Islam yang sesat atau 
sekehendak orang yang memahaminya. Kedua, membawa orang untuk mengikuti 
kehendak agama, bukan sebaliknya. Ketiga, memungkinkan ajaran Islam berlaku 
sepanjang zaman. Keempat, memungkinkan ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh 
lapisan sosial. kelima, memungkinkan Islam memberikan respons yang tepat terhadap 
berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Ketidaksabarannya dalam berdakwah 
kelihatan pada sikap paniknya dengan menilai semua hal di sekelilingnya sudah tidak 
Islami. Dakwahnya berwajah garang dan marah. Ia kehilangan kendali untuk memikirkan 
kembali cara dakwah yang dipilihnya. Karena kehilangan kendali, dakwahnya yang 
semula bermaksud mengajak berubah menjadi mengancam dan sampai membuat pihak 
lain menderita. Dakwah yang kehilangan kesabaran, bagai membela Nabi tapi kehilangan 
wajah kenabian. Dakwah serupa ini pasti tidak disenangi dan kemungkinan besar gagal.      
JENDELA LANGIT 
“Fajar” 11 Juli 2006 
DUA JENIS SYARIAT ISLAM 
M. Qasim Mathar 
Di dalam pemahaman kaum muslimin, ada dua jenis syariat Islam. Yang pertama, 
memahami syariat Islam sebagai keseluruhan ajaran Islam. Yaitu, ajaran Islam yang 
mencakup banyak hal, atau semua aspek kehidupan umat manusia. Dalam pengertian ini, 
syariat Islam adalah keseluruhan ajaran dan nilai Islam. Dengan demikian, syariat Islam 
mencakup akidah, “syariat”, dan akhlak; syariat Islam mencakup ibadah dan muamalah; 
ilmu, iman, dan amal. Syariat Islam mencakup semua makna, pemahaman, dan praktek 
yang muncul sebagai akibat dari memahami al-Quran (dan riwayat-riwayat atau hadis-
hadis yang dinisbahkan/dikaitkan kepada Nabi Muhammad saw.). 
Yang memahami syariat Islam jenis pertama, selalu menyadari perlunya pertukaran 
pikiran dengan beragam pihak untuk menghasilkan pengertian tentang syariat Islam yang 
komprehensif. Seorang ulama muslim yang kepakarannya di bidang agama, selalu 
membuka diri untuk bertukar pikiran dengan ulama muslim lainnya yang kepakarannya 
di bidang bukan-agama. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, pertukaran pikiran dengan 
ulama non-Islam pun terbuka agar tumbuh pemahaman tentang syariat Islam yang lebih 
utuh lagi. Pemahaman jenis pertama, melihat kitab suci al-Quran berisi nilai-nilai yang 
sangat kaya makna, yang karenanya, pernyataan ayat-ayatnya harus dikaji secara 
mendalam oleh berbagai ulama (ahli), muslim dan non-muslim. 
Adapun jenis pemahaman yang kedua, syariat Islam dipandang dalam cakupan lebih 
sempit. Misalnya, kalau dikatakan fakultas syariah, itu artinya fakultas hukum (saja, 
bukan fakultas ilmu-ilmu lainnya). Kalau ada buku yang berjudul “Islam: Akidah dan 
Syariah”, maka pengarangnya membedakan antara akidah dan syariat. Jenis pemahaman 
yang kedua ini, melihat al-Quran sebagai kumpulan peraturan yang mesti diformalkan     
FIQHI KONTEMPORER KAJIAN DARI PERSPEKTIF 
PEMIKIRAN ISLAM 
M. Qasim Mathar 
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1.  TIGA MASALAH 
Untuk membahas judul yang telah ditetapkan oleh 
panitia, saya ingin memulainya dengan tiga masalah yang 
dikemukakan oleh tiga orang yang berbeda. Orang pertama 
mengemukakan bahwa, pada masa sekarang tampaknya 
hampir tidak ada standar kebenaran yang bisa dipegang. 
Padahal, setiap urusan ada ketentuannya masing-masing. 
Apakah hal itu akibat dari kemajuan iptek (Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi) atau memang generasi manusia saat ini yang 
buruk? Saya mengenal orang tersebut memiliki gairah 
keislaman yang sangat besar. Kalau dibawa ke konteks 
pembahasan kita saat ini, maka kurang lebih masalahnya 
ialah: bukankah semua hal sudah ada ketentuan fiqhinya? 
Sehingga, kalau ada masalah, tinggal mencari ketentuan fiqhi 
yang sudah ada, lalu menerapkannya kepada masalah yang 
dihadapi. 
Sebenarnya, jawaban atas masalah tersebut di atas, 
sudah terkandung dalam makna kata iptek yang telah 
disebutkan. Di antara makna dan sifat iptek, ialah: perubahan 
(dinamis, tidak statis) dan transformatif (terobosan, melintas 
batas). Sehingga, kesulitan penerapan suatu ketentuan fiqhi 
yang tadi dikatakan, ”tidak ada standar kebenaran yang bias 
dipegang”, boleh jadi karena ketentuan fiqhi tersebut berada 
pada zaman yang berbeda dengan zaman pada saat ketentuan 
fiqhi tersebut bisa dilaksanakan. Dengan demikian, perkiraan 
bahwa generasi manusia sekarang adalah buruk, belum tentu 
benar. Keburukan manusia pada zaman-zaman yang sudah 
silam tidak kurang, bahkan lebih, keburukannya dari manusia 
sekarang, berdasarkan informasi pembacaan sejarah. Cuma 
saja keburukan pada masa lampau tidak segera tersebar, baik 
kabar maupun pengaruhnya, karena ketiadaan iptek pada 
masa itu. 
Masalah kedua, dikemukakan oleh seorang 
perempuan dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dia 
adalah seorang syarifah. Dalam lingkungan keluarganya, 
yang disebutnya ahlul bait, perempuan syarifah tidak 
dibenarkan nikah (bersuami) dengan laki-laki yang bukan 
ahlul bait. Kalau terjadi perkawinan “lintas batas” demikian, 
maka perempuan syarifah dikeluarkan dari lingkungan 
keluarga. 
Ayat-ayat Alquran yang menggambarkan kesetaraan 
antara laki-laki beriman dan perempuan beriman sudah cukup 
untuk menolak pandangan ketidaksetaraan antara keduanya. 
Di antara ayat-ayat Alquran terebut, ada yang menerangkan 
tujuan dijadikannya manusia berbeda jenis, laki-laki dan 
perempuan, berbeda bangsa dan puak, yaitu agar terjalin 
perkenalan dan pengertian sesama manusia, dan bahwa 
ketakwaanlah menjadi tolok ukur kemuliaan seorang 
manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pernyataan ayat-
ayat Alquran yang demikian disokong oleh pernyataan Nabi 
Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada 
kelebihan orang Arab atas orang bukan Arab, demikian pula 
sebaliknya, melainkan oleh ketakwaan masing-masing. 
Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada dalil, baik dari 
Alquran maupun hadis, yang melarang perempuan ahlul bait 
nikah (bersuami) dengan laki-laki bukan ahlul bait. Larangan 
atau ketidakbolehan syarifah bersuamikan laki-laki bukan 
ahul bait, dalam pendapat saya, itu hanya tradisi yang 
dipelihara dalam lingkungan mereka; bukan dari agama 
(Islam). Tentu, sangat baik sekiranya ada di antara pembaca 
yang mengetahui dalil dari larangan tersebut, untuk 
didiskusikan. Jadi, kalau terjadi pernikahan “lintas batas” 
demikian itu pasti tidak melanggar agama, walau menyalahi 
tradisi. Dan, karena tidak ada dalilnya, larangan pernikahan 
“lintas batas” bagi seorang syarifah adalah melanggar agama. 
Pengisoliran (tidak diakui) atau dikeluarkan dari ikatan 
keluarga sebagai akibat dari pernikahan “lintas batas” oleh 
seorang syarifah di lingkungan ahlul bait, itu pun, menurut 
hemat saya, merupakan hal yang tidak sejalan dengan Islam. 
Bukankah Islam mencela pemutusan hubungan kekeluargaan, 
bahkan harus terus dipelihara, sekiranya kita dan orang tua 
kita berbeda keyakinan agama. 
Memang berat menyalahi tradisi, walau tradisi itu 
berlawanan dengan agama. Suatu pengalaman yang sudah 
lama terjadi. Secara kebetulan, saya semobil dengan 
mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, suku Toraja 
beragama Islam. Karena mengenalku sebagai dosen IAIN 
(kini UIN) Alaudin, dia bercerita dan mengadukan 
masalahnya bahwa, dia ke Toraja dalam rangka upacara 
penguburan neneknya yang sudah setahun meninggal (adat 
Tongkonan). Dia bersama orang tuanya adalah muslim di 
tengah keluarga besar yang masih banyak menganut agama 
Todolo, agama asli orang Toraja, dan Kristen. Dalam tradisi 
adat kematian, semua anggota keluarga membawa babi ke 
rumah duka. Kalau tidak, tercela. Bahkan bisa berakibat 
disisihkan dalam pergaulan keluarga. Bagaimanakah dia dan 
orang tuanya menyikapi tradisi itu? Masih teringat saat itu, 
saya menyarankan beberapa pilihan. Yaitu: a. kalau mau, 
anda boleh membawa sendiri babi itu; b. anda ditemani 
seseorang yang lain yang anda minta bantuannya membawa 
babi anda itu; c. babi anda itu dibawa tidak dengan tangan 
anda, tapi dengan tangan orang lain dan tanpa anda temani. 
Pilihan itu disarankan berdasarkan prinsip bahwa 
keharaman mutlak pada babi adalah memakan dagingnya dan 
bahwa, Islam mencela perbedaan keyakinaan yang merusak 
kekerabatan keluarga. Mahasiswa itu boleh memilih di antara 
pilihan yang disarankan, dengan mempertimbangkan prinsip 
agama tersebut. 
 
2.  KEMBANG KEMPIS FIQHI 
DR. Kamaluddin Abunawas, dosen UIN Alauddin, 
menjelaskan kepada saya, bahwa dia memiliki buku dengan 
judul Al-fiqh al-Akbar, karya Imam Syafii. Meskipun 
judulnya demkian, ternyata buku itu berisi pula pembahasan 
tentang akidah. Misalnya, tentang Alquran bukan makhluk, 
af’al al-‘ibad (perbuatan manusia), melihat Tuhan. Pada 
bagian akhir buku itu ada pembahasan tentang sah atau 
tidaknya imamah para Khulafa Rasyidun. 
DR. Muammar Bakry, dosen UIN lainnya, 
membenarkan bahwa, buku Al-Fiqh al-Akbar tidak hanya 
membahas fiqhi secara spesifik, seperti hukum ibadah, 
namun membahas juga mengenai tauhid, argumentasi yang 
berkaitan dengan akidah, hadis, dan lain-lain. Makanya, ia 
dinamakan al-Akbar karena pembahasannya meliputi bidang 
yang luas, bukan hanya fiqhi sebagai yang dipahami 
umumnya pada zaman sekarang. 
Kalau begitu, pada masa klasik Islam, zaman Imam 
Syafii, fiqhi dipahami demikian luas cakupannya. Fiqhi pada 
masa itu, mencakup banyak sekali masalah yang muncul 
dalam masyarakat yang dianggap perlu untuk dijelaskan dan 
direspons. Sehingga, apapun penjelasan dan respons ulama 
terhadap masalah-masalah itu, dapat dikatakan fiqhi. 
Apresiasi yang demikian terhadap fiqhi, sangat 
mungkin dapat tumbuh pada zaman kemajuan Islam, seperti 
pada masa klasik tersebut. Fiqhi dapat juga hanya searti 
dengan hukum. Maka, hal-hal selain hukum tidak dicakup 
oleh fiqhi. Kembang dan kempisnya pengertian fiqhi 
dipengaruhi oleh gerak-irama maju dan mundurnya umat 
Islam. Bahkan, bisa terjadi di suatu zaman, pandangan fiqhi 
dipandang mutlak, final dan tidak bisa diubah lagi. 
Kemunduran dalam cara dan kualitas pemikiran kaum 
muslimin menjadikn mereka kehilangan daya kreatif dan 
imajinasi dalam berfiqhi. Padahal, fiqhi merupakan 
pemikiran untuk mencari, menawarkan, dan menemukan 
jalan keluar atau jawaban terhadap masalah sosial yang 
muncul pada waktu dan tempat tertentu. Itulah pula sebabnya 
contoh-contoh yang diberikan dalam pengajaran fiqhi 
mengalami kemorosotan dan ketinggalan zaman. 
Mari kita perhatikan kembali pengajaran fiqhi tentang 
fardh kifayah yang disandingkan dengan fardh ’ain. Fardh  
’ain biasa dijelaskan sebagai kewajiban perseorangan, yang 
seseorang berdosa kalau tidak melaksanakan kewajiban 
tersebut. Di antara contohnya, ialah menunaikan salat dan 
ibadah lainnya yang serupa dengan itu. Adapun fardh kifayah 
biasa dijelaskan sebagai kewajiban kolektif, yang kalau sudah 
ada yang melaksanakannya, maka anggota masyarakat 
lainnya sudah terbebas dari dosa. Sejak dulu sampai 
sekarang, contoh fardh kifayah adalah pengurusan jenazah. 
Sampai masa yang sangat lama, saya juga menerima 
penjelasan fardh kifayah yang demikian, karena diajarkan 
oleh rangkaian panjang dari guru-guruku yang telah 
mengajarkannya, beserta contoh yang tidak pernah berubah, 
yaitu pengurusan jenazah. Namun sekarang, pemahaman saya 
akan hal itu berevolusi dan berubah. Saya setuju bahwa, 
fardh kifayah adalah kewajiban kolektif, tapi dengan 
penjelasan yang berbeda. Menurut pendapat saya, fardh 
kifayah adalah kewajiban bersama bagi setiap orang yang 
menjadi warga di dalam sebuah lingkungan tempat tinggal 
untuk menjaga lingkungan hidup dan sosial mereka dari hal-
hal yang mengganggu dan mengancamnya. Setiap 
orang/warga dalam suatu masyarakat wajib mengatasi 
masalah yang dihadapi. Tidak otomatis lepas dosa setiap 
orang/warga, walau sudah ada orang/warga yang menangani 
masalah tersebut. Dosa pada fardh kifayah bertingkat-tingkat 
menurut tingkat kepedulian setiap orang/warga terhadap 
masalah bersama yang dihadapi. Dengan demikian, contoh 
fardh kifayah sangat luas, mencakup masalah dan ancaman 
yang dihadapi bersama. 
Misalnya, ada warga yang sakit tidak terurus. Setiap 
orang/warga yang mengetahui hal itu wajib membantunya. 
Warga yang bertindak membantu si sakit, lepas dari dosa. 
Sedang yang mengetahui, tapi tidak sempat membantu, lalu 
bersyukur karena sudah ada warga yang membantu, dosanya 
berkurang. Adapun yang mengetahui tapi tidak bertindak dan 
juga tidak merasa apa-apa (prihatin/peduli), apalagi sudah 
ada yang membantu warga tersebut, dosanya berat. Contoh 
yang lain adalah bau busuk yang menganggu lingkungan 
tempat tinggal menjadi kewajiban setiap warga yang 
mencium bau itu untuk menyingkirkannya. Anda lepas dari 
dosa kalau bertindak menyingkirkan kotoran yang 
menyebabkan bau busuk itu. Ringan dosa anda kalau ikut 
memberi tahu dan mendorong orang mengatasi bau busuk itu. 
Anda tetap di dalam dosa kalau bau busuk itu anda biarkan, 
tapi tidak bertindak. Dosa anda lebih berat kalau anda 
mengetahui, tapi membiarkannya seraya berkata, bahwa akan 
ada juga orang yang akan mengatasi bau itu. Itulah fardh 
kifayah, tidak membebaskan secara otomatis dosa setiap 
orang/warga, sekalipun sudah ada orang/warga yang 
menangani atau mengatasi masalah bersama tersebut. 
Tegasnya, fardh kifayah adalah kewajiban bersama untuk 
mengatasi masalah bersama. 
 
3.  FIQHI LINTAS AGAMA 
Pada uraian di bagian 1, telah dijelaskan kesan 
seorang yang melihat fiqhi dalam arti aturan-aturan yang 
baku atau standar, sebagai hal yang mengambang, bisa 
berubah-ubah. Seorang lainnya, seorang syarifah, berada 
pada posisi dilematis  menyangkut ketidakbolehan syarifah 
nikah “lintas batas”; apakah itu dapat dikatakan fiqhi, dengan 
akibat dosa kalau dilanggar, atau hanya tradisi semata yang 
tidak berakibat dosa kalau dilanggar, karena bertentangan 
dengan agama? 
Bagian 1 itu, juga memperlihatkan dialektika antara 
agama dan adat-adat yang pada nuansa tertentu, jelas 
berlawanan dengan agama, pada masalah yang dihadapi oleh 
seorang mahasiswa muslim suku Toraja. Dialektika tersebut 
telah melahirkan pilihan-pilihan fiqhi. Fiqhi pilihan atau 
alternatif menawarkan agama untuk rela “memperistrikan” 
adat istiadat (tradisi). 
Selain itu, tradisi yang semakna dengan turats – yang 
juga berarti warisan pemikiran Islam dari muslim terdahulu 
kepada muslim terkemudian – seringkali tersimpan dalam 
pemikiran sebagai agama (al-din), atau Islam itu sendiri. 
Pemahaman bahwa tradisi pemikiran Islam adalah Islam itu 
sendiri, itulah yang mengandung problema besar sepanjang 
sejarah kaum muslimin, yang dalam tulisan ini disinggung 
pada bagian 2 mengenai Kembang Kempis Fiqhi. Karena itu, 
adalah pergumulan terus menerus antara pemikir dengan 
teks-teks keagamaan (Alquran dan hadis) yang dipandang 
suci oleh pemeluknya. 
Menurut Alwi Shihab, lahirnya dua kelompok besar 
dalam Islam, Sunnah dan Syiah dapat ditelusuri awalnya pada 
perbedaan di dalam memahami teks-teks keagamaan tersebut. 
Selanjutnya dia menulis: “salah satu sebab yang 
menimbulkan pemahaman beragam adalah sulitnya 
dipastikan apakah suatu teks harus dipahami secara literal 
atau simbolis. Sebab, pada dasarnya teks-teks keagamaan 
bagaikan samudra luas dari kata-kata yang terkadang diuntai 
dalam kalimat-kalimat perlambang, dan tidak jarang 
diungkapkan dalam kata-kata yang mengandung metaphor 
atau makna bersayap. Jelasnya, suatu teks hanya dapat 
dimengerti kandungannya secara pasti oleh wujud yang 
menciptakannya. 
Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan 
selanjutnya dipengaruhi juga oleh perenungan (pemikiran) 
atas kondisi pada waktu dan tempat teks itu diwahyukan 
(ayat-ayat Alquran) atau diucapkan/dinyatakan (hadis). 
Selain itu, di antara pemikir kondisi sekarang dan bahkan 
juga perkiran ke masa hadapan, merupakan pula hal yang 
memengaruhinya di dalam memahami teks-teks keagamaan. 
Hal-hal itulah, dalam pendapat saya, yang mesti diperhatikan 
di dalam mengkaji fiqhi lintas agama, khususnya dalam hal 
nikah lintas agama. 
Bahwa saya tidak lebih ahli dari peserta seminar yang 
hadir sekarang ini. Yang dapat saya pastikan dari pembacaan 
saya terhadap sedikit buku, ialah bahwa meskipun ayat-ayat 
Alquran dan hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh pemikir 
adalah sama, namun hasil fiqhi mereka tentang nikah lintas 
agama bisa berbeda satu sama lainnya. Jika diperhatikan, 
perbedaan terjadi karena perbedaan di dalam memahami 
siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nikah dengannya. 
Sedang siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nikah 
dengannya berkaitan erat dengan tiga kata kunci, yaitu: kafir, 
musyrik, dan ahl al-kitab. Perbedaan di dalam memahami 
ketiga kata kunci itu melahirkan mazhab fiqhi yang berbeda 
di dalam menjawab petanyaan tadi: siapa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan nikah dengannya? Berdasarkan 
kenyataan, mazhab-mazhab fiqhi nikah lintas agama 
memiliki pengikut masing-masing. Berangkat dari kenyataan 
tersebut, tentu bisa terjadi nikah lintas agama dipandang 
boleh pada mazhab tertentu, tapi dipandang tidak boleh pada 
mazhab lainnya. Itu dimungkinkan, kalau pemikir tertentu, 
misalnya, memahami ahl al-kitab adalah semua umat 
beragama yang memiliki kitab suci, sedang pemikir lainnya 
memahaminya sebagai umat Yahudi dan Nasrani saja. Tentu 
persoalan menjadi kompleks, kalau umat Yahudi dan Nasrani 
digolongkan pula sebagai kafir dan musyrik, sedang yang 
lainnya tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, dapat 
terjadi nikah lintas agama dipandang sebagai makruh, haram, 
bahkan zina oleh pemikir atau mazhab tertentu, tapi oleh 
yang lainnya tidak dipandang demikian. 
Berdasarkan uraian dan kenyataan di atas, bagian 
akhir dari tulisan ini bermaksud menyampaikan beberapa 
catatan, bukan hanya terhadap fiqhi lintas agama, tetapi 
terhadap fiqhi secara keseluruhan. Catatan-catatan itu sebagai 
berikut: 
a.   Pemikir yang datang lebih kemudian lebih kaya dalam 
metodologi keilmuan dibanding dengan pemikir 
sebelumnya. 
b.  Zaman dan kondisinya pada pemikir yang datang lebih 
kemudian adalah lebih kompleks dibanding dengan zaman 
dan kondisinya pada pemikir sebelumya. 
c.   Tafsir (Alquran) dan syarah (hadis) antara seorang pemikir 
dan pemikir lainnya, kalau hanya sedikit perbedaannya, 
apalagi sama, maka akan melahirkan fiqhi yang sama. 
Tapi dari tafsir dan syarah berbeda, apalagi berbeda jauh, 
maka akan melahirkan fiqhi yang berbeda-beda. 
d.  Untuk memahami fiqhi dari seorang pemikir, baik yang 
sama maupun yang berbeda, mengharuskan pengkajian 
terhadap konteks masyarakat dan pemikir itu sendiri saat 
dia berpendapat. 
e.   Fiqhi, terutama yang kita sependapat dengannya, bukan 
untuk dibenci, dimusuhi, dan disingkirkan, akan tetapi 
lebih untuk dipahami dan dimengerti. 
f.   Karena itu, jangan membatasi wacana/seminar fiqhi hanya 
pada mazhab-mazhab besar dan masyhur saja. Justru, 
mazhab fiqhi yang kecil dan tidak masyhur, dan juga 
mazhab fiqhi yang bisa memantik kontroversi, sebaiknya 
diberi ruang untuk diwacana-seminarkan. Sebab, boleh 
jadi hari ini kecil, tidak masyhur, dan kontroversi, tapi di 
masa hadapan, ia menjadi fiqhi yang cocok dan dianut. 
g.  Karena berangkat dari ayat Alquran dan hadis yang sama, 
namun dengan jalan sejarah sosial yang bervariasi dan 
berbeda, kaum muslimin hendaknya memilih ungkapan 
kata dan kalimat yang mengandung nilai akhlak yang 
luhur di dalam menilai fiqhi yang berbeda. 
 
Semoga catatan ini merupakan bagian dari ikhtiar 
menegakkan pilar masyarakat Islam yang beradab dan 
berjaya.  
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s. al-Hadid/57:12; s. al-Buruj/85:10. 
Tulisan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain, lihat 
tulisan Josph Schacht dalam Gustave L. von Grunebaum, 
editor, Islam Kesatuan Dalam Keragaman, terjemahan, 
(Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), Bab 5: jukum Islam; 
J. N. D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, 
terjemahan, (Surabaya: Amarpress, 1991), h. 17-39; dan M. 
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Perubahan Sosial, terjemahan, (Bandung: Teraju, 2003), 
khususnya kata pengantar untuk buku ini yang ditulis oleh M. 
Quraish Shihab, berjudul “ Era Baru Fatwa Baru”. 
Buku yang membahas mengenai hal tersebut, di antaranya 
ialah, karya Nasr Hamid Abu Zaid, Teks Otoritas Kebenaran, 
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Tak pelak lagi, terbentuknya kelompok besar ketiga dalam 
Islam, yaitu Ahmadiyah, juga berangkat dari perbedaan di 
dalam memahami teks-teks keagamaan Islam dan sejarahnya. 
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POKOK-­POKOK  AGAMA  DAN  UMAT  ISLAM  
M.  Qasim  Mathar  
  
"KH.  Hasyim  Muzadi,  Presiden  WCRP  (World  Conference  on  Religions  for  Peace)  &  Sekjen  ICIS  (International  Conference  for  
Islamic  Scholars)  &  Mantan  Ketum  PBNU    tentang  tuduhan  INTOLERANSI  agama  di  Indonesia  oleh  Sidang  PBB  di  Jeneva  :  
"Selaku  Presiden  WCRP  dan  Sekjen  ICIS,  saya  sangat  menyayangkan  tuduhan  INTOLERANSI  agama  di  Indonesia.  Pembahasan  
di  forum  dunia  itu,  pasti  karena  laporan  dari  dalam  negeri  Indonesia.  Selama  berkeliling  dunia,  saya  belum  menemukan  negara  
muslim  mana  pun  yang  setoleran  Indonesia  .  Kalau  yang  dipakai  ukuran  adalah  masalah  AHMADIYAH,  memang  karena  
Ahmadiyah  menyimpang  dari  pokok  ajaran  Islam,  namun  selalu  menggunakan  stempel  Islam  dan  berorientasi  politik  Barat.  
Seandainya  Ahmadiyah  merupakan  agama  tersendiri,  pasti  tidak  dipersoalkan  oleh  umat  Islam."    
Benar  atau  tidak,  pernyataan  di  atas  adalah  pernyataan  Hasyim  Muzadi,  tidak  akan  dibahas  di  sini.  Pernyataan  tersebut  masih  
panjang.  Di  sini  hanya  menyangkut  Ahmadiyah  yang  ingin  dibicarakan.    
Sudah  sering  didengar  orang  berkata  "pokok  ajaran  agama"  dan  "umat  Islam",  tapi  tidak  jelas  betul  apa  yang  dimaksud.  Pada  
hemat  saya,  yang  dimaksud  dengan  "pokok  ajaran  agama"  ialah  hal-­hal  mendasar  dalam  keimanan.  Sedang  "umat  Islam"  ialah  
orang  atau  mereka  yang  menganut  Islam  sebagai  agama  yang  keberislaman  mereka  bercorak-­ragam.    
Jadi,  kalau  seorang  muslim  berkata  kepada  seorang  muslim  lainnya  bahwa,  "paham  keagamaan  anda  bertentangan  dengan  pokok  
ajaran  Islam",  maka  masih  bisa  dipersoalkan,  pokok  ajaran  Islam  yang  mana:  Sunni,  Syiah,  atau  Ahmadiyah?  Atau,  Islam  NU,  Islam  
Muhammadiyah,  atau  Islam  lainnya?  Hal  itu  harus  dijelaskan  lebih  dulu,  karena  corak  Islam  sangat  kaya  dan  beraneka  macam.  
Contohnya,  enam  rukun  iman  Sunni  tidak  persis  sama  dengan  lima  rukun  iman  Syiah.  Sementara  enam  rukun  Sunni  juga  menjadi  
keimanan  Ahmadiyah.  Padahal,  sebagai  diketahui  rukun  iman  adalah  pokok  ajaran  Islam.  Demikian  pula  lima  rukun  Islam  
(syahadatain,  penunaian  salat,  penunaian  zakat,  berpuasa  Ramadan,  dan  berhaji  ke  Bait  Allah  bagi  yang  sanggup)  adalah  pokok  
keislaman  yang  ditunaikan  oleh  ketiga  peta  besar  umat  Islam  tersebut  (Sunni,  Syiah,  Ahmadiyah).  Rukun  iman  tentang  Imamiyah  
pada  Syiah  tidak  ada  pada  keenam  rukun  iman  pada  Sunni.  Meskipun  demikian,  saya  tidak  mau  berkata  bahwa  salah  satu  dari  
keduanya  salah  keimanannya.    
Karena  itu,  kalau  pernyataan  di  atas,  yang  dikatakan  sebagai  pernyataan  Hasyim  Muzadi,  saya  coba  untuk  tidak  segera  
mempercayainya.  Setidaknya  sulit  saya  percaya  seorang  tokoh  NU  sekaliber  dia  berpendapat  seperti  itu  tentang  Ahmadiyah.  Tapi,  
kalau  ternyata  memang  dia  berpendapat  demikian,  itu  juga  memperkuat  bukti  dan  kenyataan  betapa  umat  Islam  dan  keberislaman  
mereka  sangat  kaya  dan  tidak  seragam.  Bahkan,  kalau  itu  benar  adalah  pernyataan  Hasyim  Muzadi,  maka  "pokok  ajaran  agama"  
yang  ia  maksud  ialah  "menurut  yang  ia  pahami/anut";;  dan  "umat  Islam"  yang  ia  maksud  adalah  "mereka  yang  sependapat  
dengannya",  yang  mungkin  saja,  tidak  semua  orang/tokoh  NU  sependapat  dengannya. Qasim  Mathar  (2015)  menyatakan  bahwa  
Islam  harus  dibangun  atas  dasar  kesadaran  teologis.  Kesadaran  terhadap  hadirnya  multi  keyakinan  dan  pemahaman  yang  harus  
diterima  sebagai  sebuah  sunnatullah.    (QM)  
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Potret Generasi Muda Islam 
Penelitian, apalagi tulisan-tulisan dalam bentuk buku, tentang perkembangan 
Islam di Indonesia agaknya sudah sering dilakukan oleh para ahli. Tetapi, penelitian 
atau tulisan yang secara khusus membicarakan tentang dinamika generasi muda Islam 
di Indonesia masih terbilang langka; meskipun pembicaraan mengenai tema tersebut, 
dalam bentuk seminar dan diskusi, bukan tidak sering dilakukan. Kalangan tersebut 
semakin terasa bila perkembangan generasi muda Islam itu akan kita coba lihat khusus 
di masa Orde Baru. 
Ada sementara pengamat mencoba melihat kaitan pengaruh pemikiran 
ekonomi dan sosial politik masyarakat Indonesia, sebagai akibat lahirnya Orde Baru, 
terhadap perkembangan pola pemikiran Islam di Indonesia.1 Sebagaimana yang 
diketahui Indonesia sejak awal Orde Baru sampai sekarang menganut strategi 
pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek yang non-
ekonomis, seperti politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan, dan lain-lain, 
ditundukkan untuk memberi dukungan bagi strategi pembangunan ekonomi tersebut. 
Bila strategi pembangunan yang demikian itu dimungkinkan memberi pengaruh 
terhadap pola pemikiran Islam, tentu termungkinkan pula, bahwa hal itu selanjutnya 
memberi pengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia, termasuk generasi 
mudanya. 
Sementara ahli melihat lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan 
Pelajar Islam Indonesia (PII), hanya selang beberapa saat sesudah kemerdekaan, 
sebagai munculnya gerakan angkatan muda yang asli; sedang gerakan muda yang lain, 
seperti Gerakan Pemuda Ansor, misalnya, hanyalah bagian dari gerakan Islam yang 
umum.1 
Bagi tulisan ini, apapun nama dan sifat organisasi generasi muda Islam 
tersebut, apakah akan disebut sebagai gerakan asli atau hanya bagian dari gerakan 
Islam yang umum, yang penting adalah mencoba melihat perkembangan generasi 
muda Islam tersebut di tengah strategi pembangunan Indonesia di masa Orde Baru, 
seperti telah disinggung di atas. 
Adalah kenyataan, bahwa apa yang disebut sebagai generasi muda Islam, bila 
dilihat dalam arti organisasi formal, seperti HMI dan lain-lain, memiliki perbedaan-
perbedaan di antara mereka. Sehingga generasi muda sebagai organisasi bisa berbeda 
pada karakteristik dan tipe masing-masing, yang selanjutnya turut mewarnai kiprah 
mereka dalam setiap perkembangan. HMI, misalnya, sejak berdiri sampai sekarang 
tetap menyatakan dirinya sebagai organisasi yang independen, yang juga dapat 
diartikan bahwa organisasi ini tidak pernah berafiliasi pada salah satu kekuatan 
organisasi politik manapun. Bahkan, organisasi yang sering diklaim oleh orang 
banyak sebagai yang akan melanjutkan aspirasi Masyumi ini, ternyata nyaris 
sepanjang sejarahnya secara terus-menerus terlibat di dalam konflik-konflik besar 
maupun kecil dengan para pemimpin Masyumi.1 Tidak kurang dari Deliar Noer dan 
Ismail Hasan Matereum sampai Nurcholish Madjid, pada masanya masing-masing 
sebagai Ketua Umum HMI, telah melakukan usaha untuk mempersempit gap dan 
rekonsiliasi antara kedua generasi tersebut, meski tidak pernah tercapai secara 
sempurna.1 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi mahasiswa 
Nahdatul Ulama (NU) dan yang kelak menyatakan diri sebagai organisasi independen 
(tidak lagi berafiliasi pada NU), masih memerlukan waktu dalam sejarah 
perkembangannya untuk membuktikan diri apakah organisasi ini benar-benar 
independen dari semangat ke-NU-an. 
Berbeda dengan PMII dan HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 
tak mengalami perkembangan sebagai yang dialami oleh kedua organisasi mahasiswa 
yang disebut terdahulu. Bisa dipastikan bahwa generasi IMM sampai kini tetap 
memiliki semangat ke-Muhammadiyah-an. 
Di kalangan organisasi pelajar, seperti PII, yang sekalipun tetap menyatakan 
diri sebagai organisasi independen sampai kini, namun ia dapat dibedakan dengan 
HMI pada komitmennya terhadap organisasi atau partai Islam yang tampak lebih 
formalistik. Sedang organisasi-organisasi semacam Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama 
(IPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) diduga kuat, bahwa semangat 
organisasi induknya melekat dengan kentalnya pada para aktivis dan anggotanya. 
Organisasi Remaja Mesjid, meskipun bisa dilihat sebagai salah satu gejala dari akibat 
perkembangan generasi muda Islam di masa Orde Baru memiliki daya tarik tersendiri 
untuk diamati, paling tidak, dari dua hal. Pertama, organisasi ini tergolong paling 
muda dalam usia dibanding semua organisasi generasi muda Islam yang telah 
disinggung di atas. Kedua, para aktivisnya ternyata sebagian berasal dari orang-orang 
yang pernah aktif pada organisasi-organisasi yang telah disinggung tadi. 
Bila akan diteruskan ke Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah, tentu 
statusnya sebagai underbow organisasi induk, masing-masing NU dan 
Muhammadiyah, turut mewarnai karakteristik dan tipe organisasi pemuda tersebut. 
Keadaan semacam ini akan dijumpai pula pada generasi yang lebih muda dari segi 
usia, yaitu mereka yang sedang menuntut ilmu di pesantren, dengan catatan tentunya, 
bahwa banyak di antara pesantren itu yang menyatakan diri sebagai pesantren yang 
independen. 
Suatu latar belakang singkat dari organisasi-organisasi yang diasumsikan 
sebagai organisasi generasi muda Islam telah kita bicarakan. Perbedaan pengalaman 
kesejarahan yang dialami, menyebabkan kemungkinan mereka berbeda dalam 
berinteraksi pada masa tertentu dan terhadap isu tertentu. 
Dengan uraian latar belakang singkat di atas, beberapa masalah yang akan dicari 
jawabannya, adalah sebagai berikut: 
a.   Bagaimana perkembangan generasi muda Islam di Indonesia di masa Orde Baru? 
b.   Bagaimana kebijakan dan sikap pemerintah Orde Baru terhadap perkembangan 
tersebut di atas dan apa akibat-akibatnya? 




Pengertian Generasi Muda Islam dan Perkembangannya 
Menyadari kesulitan-kesulitan dalam membahas judul ini, seperti juga telah 
saya sebutkan pada bagian awal tulisan ini, dan kemungkinan untuk meluasnya 
pembahasan, pada bagian ini saya ingin membatasi mengenai apa saja yang 
dimaksudkan dengan generasi muda Islam dan perkembangannya. 
Perkembangan generasi muda Islam yang dimaksud ialah perubahan-
perubahan keadaan yang terjadi karena interaksi antara pihak yang secara formal 
dianggap (diperlakukan) sebagai “gerakan generasi muda Islam” dan kekuasaan lain 
yang tidak ingin didentifisir sedemikian, walaupun juga dari kalangan kaum 
Muslimin, termasuk pemerintah.1 
Dengan pengertian seperti di atas, tentu saja Komite Nasional Pemuda 
Indonesia (KNPI), sebagai salah satu contoh, tidak termasuk sebagai generasi muda 
Islam, meskipun wadah generasi muda tersebut bisa diduga kalau sebagian besar 
anggotanya terdiri dari generasi muda Islam. Sebabnya adalah karena KNPI tergolong 
sebagai “kekuasaan lain yang tidak ingin diidentifisir sebagai gerakan muda Islam”. 
Demikian seterusnya, bisa disebut AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) 
dan FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia) sebagai contoh 
lainnya. 
Dengan demikian HMI, PMII, IMM, IPNU, IPM dan PII dari kalangan 
organisasi pelajar dan mahasiswa, lalu gerakan pemuda Ansor, Pemuda 
Muhammadiyah, Remaja Mesjid dari kalngan pemuda-remaja, menurut pengertian di 
atas, adalah bisa disebut sebagai generasi muda Islam. Sebab, organisasi-organisasi 
tersebut secara formal dianggap (diperlakukan) sebagai gerakan generasi muda Islam. 
Begitulah seterusnya, “anak-anak” pesantren dapat pula kita golongkan sebagai 
generasi muda Islam. 
Pengarang buku “Dinamika Islam di Indonesia” tanpa menyebut organisasi 
Remaja Mesjid dan para pelajar di Pesantren dan setelah menambahkan satu 
organisasi remaja lagi yakni Nasyi’atul Aisyiyah, menyebutkan organisasi-organisasi 
pemuda dan pelajar-mahasiswa Islam yang telah disebutkan di atas sebagai organisasi 
pemuda dan pelajar-mahasiswa yang beraspirasikan Islam.1 
Organisasi Remaja Mesjid yang bersemarak dan mewarnai sepanjang 
dasawarsa tujuh puluhan1 dan para pelajar di pesantren, suatu lembaga pendidikan 
yang terkadang fungsinya bertambah sebagai pusat pembangkit perasaan anti terhadap 
kekuasaan yang dinilai sedang dalam kezaliman,1 adalah layak juga untuk kita 
memasukkan ke dalam kategori generasi muda Islam bila ditinjau dari segi pengertian 
yang telah dikemukakan di atas. 
Sebenarnya masih ada beberapa lagi organisasi pemuda-mahasiswa yang 
mungkin oleh pihak lain dimasukkan sebagai generasi muda Islam, seperti misalnya, 
Gerakan Pemuda Ka’bah, Pemuda Partai Persatuan Pembangunan, dan SEPMI, 
SEMMI dan Pemuda Muslimin, masing-masing sebagai organisasi pelajar-mahasiswa 
dan pemuda dari PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia), yang setelah fungsi partai-
partai Islam berubah menjadi SI (Sarikat Islam). 
Gerakan Pemuda Ka’bah sebagai pemuda PPP, karena ia seperti seumur 
dengan lambang Ka’bah partai tersebut, organisasi ini lebih tepat untuk dilihat sebagai 
suatu gejala kehidupan kepartaian dari keperluan yang amat temporer belaka. 
Pemuda PPP tidak lebih dari pemuda Ka’bah, pembentukannya lebih banyak 
dirasakan sebagai untuk keperluan terhadap partai; belum sebagai gerakan atau bagian 
dari gerakan Islam umumnya, menurut batasan dan pengertian yang telah 
dikemukakan di atas. Apalagi setelah di antara tokoh PPP semakin santer menytakan 
bahwa partai ini mengarahkan diri menjadi partai terbuka. Karenanya, layaklah pula 
jika dari kalangan umat Islam lahir suatu pertanyaan, apakah partai ini masih dapat 
dipandang sebagai alat politik umat Islam, termasuk wadah pemudanya? 
Berdasarkan gambaran di atas, agaknya belum memadai alasan untuk 
memasukkan kedua organisasi pemuda tersebut sebagai “gerakan generasi muda 
Islam”. 
Berbeda dengan kedua organisasi pemuda tersebut tadi, SEPMI, SEMMI dan 
Pemuda Muslimin, meskipun peranannya nyaris tidak ada lagi, namun ketiga anak 
organisasi SI ini pernah dianggap dan diperlakukan sebagai “gerakan generasi muda 
Islam”. Paling tidak anggapan tersebut dapat dilihat pada peran ketiga organisasi ini 
pada awal lahirnya Orde Baru. 
Karena peran, atau lebih tepat lagi menurut pengertian yang telah saya 
sebutkan, interaksi antara ketiga organisasi ini dan kekuasaan lainnya (yang tidak 
ingin didentifisir sebagai gerakan Islam) dapat dikatakan tidak ada lagi, terutama 
setelah partai-partai Islam berfungsi, ketiga organisasi generasi muda Islam ini tidak 
akan banyak kita sebutkan lagi pada uraian selanjutnya. 
 
Generasi Muda Islam dan Orde Baru 
Bertolak dari pengertian perkembangan generasi muda Islam yang telah 
diberikan pada bagian terdahulu, maka interaksi itu akan dilihat dalam kaitannya 
dengan peran sosial-politik generasi muda Islam selama Orde Baru serta isu-isu yang 
mengitarinya. Agaknya, untuk memberi kejelasan uraian, diperlukan suatu gambaran 
periode perkembangan (periodesasi) generasi muda Islam di masa Orde Baru. 
Uraian dengan pendekatan periodesasi, disadari, tidak serta merta akan 
memudahkan pembicaraan kita mengenai tema tulisan ini. Sebabnya ialah kita akan 
kesulitan untuk menetapkan secara tepat pada kurun waktu mana saja dapat dikatakan 
sebagai kemajuan dan waktu mana sebagai kemunduran.1 Akan tetapi, bila 
perkembangan itu akan kita lihat sebagai interaksi di bidang sosial-politik dan isu-isu 




Periode Pilar Orde Baru (1965-1970) 
Ciri pada periode ini bisa disebutkan, bahwa suara generasi muda Islam, baik 
dari kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda, masih amat vokal, terutama sekali pada 
awal periode ini. Kevokalan suara mereka tidak saja tertuju pada isu-isu dalam negeri, 
tapi juga isu-isu luar negeri yang menyangkut umat Islam. Misalnya, kedatangan 
Kaisar Haila Selasi dari Ethiopia ke Indonesia pada tahun 1968 dan perang Arab-
Israel yang berakibat jatuhnya Mesjid al-Aqsha ke tangan Israel.1 
Aksi mahasiswa tahun 1966 merupakan sejarah politik praktis mahasiswa 
untuk menunjukkan diri sebagai kelompok intelektual pembaharuan beserta fungsi 
sosial kontrolnya. Bahkan, pada tahun sebelumnya, sejak beberapa hari setelah 
peristiwa pemberontakan “Gerakan 30 September/PKI”, pada tanggal 4 Oktober 1965 
para pemuda telah menyelenggarakan rapat umum di Taman Sunda Kelapa Jakarta, 
meskipun keadaan masih sangat rawan dan gawat. Pertemuan di Taman Sunda Kelapa 
itu adalah rapat umum pertama sejak pemberontakan PKI 1965 itu.1 Rapat umum 
tersebut telah melahirkan pernyataan antara lain, untuk membubarkan PKI. 
Pernyataan tadi ditanda tangani oleh wakil-wakil dari 26 organisasi massa, 
diantaranya dari organisasi generasi muda Islam, seperti PII, HMI, Pemuda 
Muhammadiyah, IMM, dan lain-lain.1 
Rapat umum pada tanggal 8 Oktober 1965 di Taman Surapati Jakarta 
mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Pernyataan rapat umum di 
Taman Surapati ini ditanda tangani oleh antara lain,  ormas generasi muda Islam, 
seperti HMI, PII, Gerakan Pemuda Ansor, PMII, Pemuda Al-Irsyad, dan lain-lain.1 
Lukman Harun mencatat, bahwa setelah rapat umum di Taman Surapati itu, berturut-
turut terjadi aksi terhadap kantor CC PKI di Kramat Raya, kantor SOBSI, Lekra, 
Pemuda Rakyat, CGMI (organisasi mahasiswa PKI), dan rumah-rumah para tokoh 
PKI serta Universitas Ali Archam milik PKI.1 
Rapat-rapat umum dan aksi-aksi yang dilancarkan oleh segenap kekuatan 
massa itu terhadap pembubaran PKI dan tuntutan-tuntutan lainnya di masa itu, intinya 
adalah generasi muda Islam (para pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam). Hal ini 
dapat dipahami dari catatan Lukman Harun, bahwa “sebagaimana biasa kalimat 
‘Allahu Akbar’ tetap menggema dan memberikan dorongan serta semangat bagi 
massa dalam rapat-rapat umum tersebut”.1 Demikian juga pernyataannya, bahwa 
sukses yang oleh aksi-aksi tersebut, disamping karena kerjasama yang baik dan 
manunggalnya ABRI dan rakyat, juga adalah berkat karunia Allah SWT.1 Kalau kita 
mengaitkan catatan Lukman Harun di atas dengan keterangan Burhan D. Magenda,1 
bahwa aktor politik pada periode Orde Baru pemeran utamanya adalah TNI dan 
pemuda pelajar mahasiswa, maka dapat dipastikan, bahwa yang dimaksud D. 
Magenda dengan pemuda pelajar mahasiswa tersebut ialah terutama generasi muda 
Islam. 
Interaksi generasi muda Islam dengan situasi pada masa itu, lebih jelas dapat 
dilihat pada prolog “Gestapu/PKI”. Ketika PKI membentuk “Panitia Aksi Pembubaran 
HMI”, umat Islam, dan generasi mudanya menjawab dengan membentuk “Panitia 
Solidaritas Pembelaan HMI”.1 Begitu pula ketika CGMI menyebarkan dan memasang 
pamflet itu menjadi “Kobarkan HMI”.1 Situasi prolog pemberontakan PKI tahun 1965 
tersebut menjadikan kita dapat memahami mengapa generasi muda Islam telah 
menjadi inti dan faktor penting pengganyangan dan pembubaran PKI pada epilog 
pemberontakan tersebut. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang sangat 
popular pada 1965 dan 1966 dalam memelopori demonstrasi pengganyangan PKI, 
organisasi-organisasi mahasiswa Islam, seperti HMI, PMII, IMM, SEMMI dan 
Germahi (underbow Perti), telah mengambil bagian di dalamnya. Bahkan, menurut 
Ridwan Saidi, oleh karena terlatih tatkala menghadapi ancaman pengganyangan PKI 
pada era Demokrasi Terpimpin (era prolog Gestapu), maka kaum muda terpelajar 
Islam cukup terampil mengambil kepeloporan dalam gerakan-gerakan pengganyangan 
terhadap PKI dan antek-anteknya serta kekuatan-kekuatan Orde Lama lainnya.1 
Perlu dicatat pula, bahwa organisasi pemuda pelajar-mahasiswa Islam, yang 
sampai tahun 964 berjumlah 36 buah, pada bulan Desember 1964 mengadakan 
musyawarah dan membentuk GEMUIS (Generasi Muda Islam). Tetapi, dengan 
munculnya KAMI dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), GEMUIS 
sebagai front bersama generasi muda Islam tidak terdengar lagi. Aksi-aksi solidaritas 
dari generasi muda Islam muncul kembali ketika meledak perang Arab-Israel pada 
Juni 1967 dan kedatangan Kaisar Salasi, seperti telah disinggung pada awal bagian ini. 
Demikian pula mereka melancarkan protes di kantor majalah Sastera tahun 1968, 
karena pemuatan cerpen “Langit Makin Mendaung” karangan Ki Panjikusmin, yang 
dianggap menghina Islam. Cuma saja, seperti juga telah disebut sebelumnya, aksi-aksi 
itu tidak lagi dilakukan oleh GEMUIS, tetapi oleh PMPI (Pemuda Mahasiswa Pelajar 
Islam), yang merupakan gabungan seluruh organisasi yang pernah bergabung dengan 
GEMUIS.1 
Satu hal lagi yang menarik pada periode ini ialah terjadinya “hubungan akrab” 
antara organisasi ekstra dan intra universiter. Dari segi ini, organisasi-organisasi 
pelajar dan mahasiswa Islam bisa menggalang kerjasama dengan organisasi intra 
universiter tersebut, seperti Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa dan menjadi 
faktor yang dapat memberi peluang bagi aksi-aksi yang telah disebutkan di atas. 
Meskipun demikian, hubungan akrab antara oragnisasi ekstra dan intra tersebut 
tidak selalu menghasilkan peluang-peluang yang positif dan konstuktif. Sebab, 
hubungan akrab itu bisa juga berarti “pihak” organisasi ekstra berusaha 
mempengaruhi, bahkan menguasai posisi-posisi pada kelembagaan organisasi intra. 
Hal ini dapat kita lihat kelak pada periode berikutnya. 
Periode yang sedang kita bicarakan ini tidak berlangsung lama. Sebab, setelah 
keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 yang membubarkan PKI serta 
ormas-ormasnya, disusul dengan menurunnya kegiatan-kegiatan demonstrasi dan, 
bahkan, larangan sama sekali untuk berdemonstrasi; begitu pula tidak terdengarnya 
lagi suara GEMUIS dan PMPI menjelang dasawarsa tujuh puluhan, maka dapatlah 
dikatakan bahwa periode ini hanya berlangsung selama lima tahun. 
Periode Dasawarsa 70-an 
Suara amat vokal generasi muda Islam yang amat singkat pada periode yang 
telah kita bicarakan, berangsur-angsur semakin melemah pada saat memasuki tahun 
70-an. Karena itu, sekalipun suasana heroik penuh semangat nasionalisme telah 
mengiringi lahirnya Kelompok Cipayung, pada tanggal 22 Januari 1972, munculnya 
HMI sebagai satu-satunya organisasi generasi muda Islam pada diskusi-diskusi dan 
pendekatan-pendekatan awal kelompok tersebut, juga sebagai bukti luluhnya gairah 
keorganisasian dari generasi muda Islam. 
Masuknya kemudian PMII ke dalam kelompok ini belum berarti, bahwa secara 
umum gairah generasi muda Islam telah pulih. Malah diskusi-diskusi kelompok ini1 
dan pernyataan-pernyataannya, sama sekali tidak dapat dikatakan mengembalikan 
peran generasi muda, seperti yang pernah disaksikan oleh sejarah pada periode lima 
tahun setelah Gestapu/PKI dan di mana genersai muda Islam telah menjadi faktor 
penting di dalamnya. Kelompok Cipayung, seperti diakui oleh salah seorang 
pendirinya, tidak lebih hanya upaya untuk keluar dari kevakuman dunia 
kemahasiswaan yang mengiringi gagalnya rapat paripurna Presidium KMI dan 
bubarnya organisasi tersebut.1 Bahkan kevakuman tersebut dipandang telah 
mencekam organisasi kaum terpelajar Islam, secara khusus.1 
Fenomena Kelompok Cipayung telah menarik perhatian generasi muda Islam 
untuk menata diri. Pada kwartal terakhir tahun 1975 mulailah dirintis pertemuan-
pertemuan antara HMI, PMII, PII, Pemuda Muhammadiyah bersama Ditjen Bimas 
Islam. Pertemuan itulah kelak yang melahirkan rencana kerja penggarapan dakwah di 
kalangan remaja.1 Tetapi, ternyata kemudian rencana itu tetap merupakan rencana 
belaka. Sebab, sesudah itu organisasi kaum terpelajar Islam tetap dalam 
“kesendiriannya”.1 
Telah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa “hubungan akrab” antara 
organisasi ekstra dan intra universiter, tidak saja mengambil bentuk yang positif dan 
konstruktif, tetapi juga yang negatif dan destruktif. Sepanjang tahun 1975-1977 bukan 
rahasia lagi bahwa berbagai gejolak yang muncul di kampus-kampus IAIN, terutama 
di Yogyakarta, membuktikan ketidakserasian di kalangan organisasi mahasiswa Islam, 
khususnya antara HMI dan PMII.1 
Seiring dengan suasana demikian, membanjirnya kaum remaja ke mesjid-
mesjid merupakan fenomena baru di alam Orde Baru. Organisasi-organisasi Remaja 
Mesjid, di mana kaum remaja tadi mengelompokkan diri, pada mulanya memang 
tumbuh secara swadaya saja. Organisasi-organisasi Remaja Mesjid yang tadinya 
tumbauh secara swadaya dan kemudian saling melakukan kontak, telah mendorong 
lahirnya Badan Komunikasi Pemuda Mesjid Indonesia (BKPMI) pada tanggal 13 
September 1977 di Bandung. Kegiatan Remaja Mesjid dilatar belakangi oleh hasil 
pengamatan yang cukup lama, bahwa fungsi mesjid, seperti yang dapat dilihat, waktu 
itu, amat jauh dari fungsi mesjid yang sesungguhnya. Sejak setelah itu berkembanglah 
isu “back to mosque” yang selanjutnya diikuti kajian-kajian tentang Islam. Kajian-
kajian tersebut semakin dikembangkan dalam forum latihan (training) yang 
diselenggarakan oleh BKPMI. Dan sebagai tindak lanjutnya, peserta lepasan latihan 
tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang disebut “Usroh”, yang 
berarti keluarga.1 
Perkembangan selanjutnya dari organisasi Remaja Mesjid ini semakin menarik 
untuk diperhatikan. Sebab, bukan hanya Abd. Rahman Tarjo selaku ketua BKPMI, 
tapi juga para aktivis organisasi ini, mengakui bahwa berhubung di antara anggota 
“Usroh” sesungguhnya masih dalam taraf belajar tentang Islam, maka memang benar 
ada dampak negatif, sekalipun bobotnya kecil, yang tampak di kalangan anggota 
Usroh sebagai akibat kesalahpahaman dalam menerapkan apa yang diperoleh dari 
training. Misalnya, sikap ekstrim terhadap pihak/orang yang menurut mereka tidak 
sejalan dengan apa yang mereka peroleh dari training, meskipun orang yang tidak 
sejalan tersebut adalah orangtua mereka sendiri.1 
Para aktivis BKPMI itu menunjuk para Pembina yang berasal dari organisasi 
di luar BKPMI, yang membina kelompok Usroh tersebut, sebagai penyebab sikap 
ekstrim tadi.1 Menurut mereka, para Pembina itu telah menerapkan pola training 
menurut pola-pola yang mereka telah terima.1 
Agaknya, bentuk pembinaan remaja mesjid seperti telah diutarakan di atas 
telah menimbulkan kesalahfahaman antara pimpinan BKPMI dengan Menteri Peranan 
Olahraga dan Pemuda (Menpora), Abdul Gafur, pada awal dasawarsa delapan 
puluhan. Yaitu, ketika BKPMI menyelenggarakan Pekan Dakwah tahun 1980 di 
Pondok Gede Jakarta, di mana hadir tidak kurang dari 2000 orang peserta dari 17 
propinsi dan dengan pakaian jubah bagi pria dan jilbab bagi wanita, yang semuanya 
berwarna putih-putih.1 
Yanwar Amnur, tokoh muda BKPMI, mengakui adanya dampak negatif di atas 
dimungkinkan oleh metode indoktrinisasi yang memberi tekanan lebih berat pada 
semangat para kader daripada menyeimbangkannya dengan indoktrinisasi tentang 
keterbatasan-keterbatasan diri sendiri, baik sebagai manusia, Muslim dan organisasi; 
hal yang disadari bisa sebagai penangkal sikap ekstrim tadi.1 
Kaderisasi remaja mesjid dengan tindak lanjut dalam bentuk kelompok Usroh1 
tersebut, telah menjadi semarak tersendiri dan gejala baru perkembangan generasi 
muda Islam pada dasawarsa 70-an. 
Perkembangan baru lainnya pada dasawarsa ini adalah pernyataan PMII, 
organisasi mahasiswa NU itu, pada Musyawarah Besarnya yang ketiga di Murnajati, 
14 Juli 1971, sebagai organisasi mahasiswa yang independen. Pernyataan ini dikenal 
juga sebagai Deklarasi Murnajati.1 
Seperti telah disinggung di muka, deklarasi organisasi mahasiswa tersebut, 
agaknya, masih memerlukan perkembangan lebih lanjut untuk benar-benar bisa 
membuktikan dirinya sebagai organisasi independen; paling tidak, independen dari 
semangat ke-NU-an. Hal ini setelah kita membaca “Manifest Independensi PMII”1 
yang masih menyebut “cita-cita perjuangan organisasi yang berdasarkan Islam yang 
berhaluan Ahlussunnah Waljama’ah”. Bukanlah istilah “berhaluan Ahlussunnah 
Waljama’ah”, untuk konteks Indonesia, sering diartikan sebagai semangat ke-NU-an? 
Begitu pula, kantor PB PMII yang masih menumpang di kantor PB NU di Jakarta, 
belum mencerminkan dengan tuntas independensi organisasi mahasiswa tersebut 
secara fisik. 
Perkembangan pada periode dasawarsa tujuh puluhan ini mengharuskan 
organisasi-organisasi generasi muda Islam untuk membaca kembali perjuangan 
mereka. Pola-pola kegiatan yang bersifat massa reaksi pada periode 1965-1970, dan di 
mana generasi muda Islam sangat dominan di dalamnya, bergeser orientasinya pada 
pola yang lebih bersifat kecendikiawanan dan sama sekali tidak bisa bersifat  massa-
aksi lagi. Dikatakan demikian karena perubahan orientasi tersebut sesungguhnya 
bukan menjadi keinginan generasi muda tadi, tetapi adalah akibat dari interaksi antara 
pola kegiatan yang bersifat massa-aksi dengan pola tersebut.1 Juga kegiatan dengan 
sifat kecendikiawanan ternyata tidak dengan segera mampu ditangani oleh generasi 
muda Islam. Kecuali organisasi-organisasi kemahasiswaan, seperti HMI dan PMII, 
yang masih bisa sekedar mengisi kegiatan dengan pola kecendikiawanan, maka nyaris 
pada periode dasawarsa 70-an ini kelompok generasi muda Islam lainnya tidak 
sevokal suara mereka lagi dengan periode sebelumnya. 
PII pun yang amat popular dan menjadi inti KAPPI tahun 1975, menarik diri 
dari keterlibatan politik dan mencanangkan kembali sebagai “gerakan pendidikan dan 
dakwah” dengan semboyan “Kembali ke Sekolah dan ke Mesjid”.1 
Ciri lain perkembangan pada periode ini adalah bahwa kegiatan generasi muda 
Islam bersifat lokal dan setempat, tanpa kordinasi yang utuh. Sehingga kegiatan 
mereka hanya mengesankan bersifat pernyataan, protes, kemudian tanpa tindak lanjut. 
Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) dan aliran kepercayaan yang 
menjadi isu yang sangat hangat pada periode ini telah ditanggapi oleh generasi muda 
Islam1 dengan pola seperti telah disebutkan di atas. Malah GMII (Generasi Muda 
Islam Indonesia), yang melakukan protes ke DPR atas RUUP itu, sesudah itu tidak 
kedengaran lagi suaranya.1 
Demikian pula isu yang paling menyangkut eksistensi organisasi generasi 
muda Islam, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, 
yang mengubah ketentuan tentang azas organisasi, telah memberi pengaruh yang amat 
besar terhadap perkembangan generasi muda Islam selanjutnya. 
Diadilinya lima orang demonstran anti Israel di Medan, yang terdiri dari 
anggota HMI, PII dan IPM di wilayah itu, hanya satu contoh untuk menunjukkan 
ketiadaan kordinasi kegiatan generasi muda Islam pada periode ini.1 Sebab, persoalan 
internasional seperti masalah Israel, adalah tepat bila ditangani oleh pucuk organisasi 
di tingkat pusat. 
Di atas telah digambarkan perkembangan generasi muda Islam pada periode 
ini, khususnya interaksi mereka terhadap isu-isu sentral saat itu. Masih terdapat isu-isu 
sentral pada periode ini yang menyentuh langsung  atas kiprah, dan bahkan,  eksistensi 
generasi muda Islam. Yaitu, Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), Badan 
Kordinasi Kemahasiswaan (BKK), dan Strategi Pembinaan Pemuda.1 
NKK dan BKK telah memberi pengaruh yang amat besar bagi perkembangan 
organisasi Islam ekstra universiter, seperti HMI, PMII, IMM, dan lain-lain. Sedang 
Strategi Pembinaan Pemuda, disamping telah melahirkan KNPI1 juga dampaknya 
amat terasa bagi organisasi kepemudaan Islam, seperti Pemuda Muhammadiyah, 
Gerakan Pemuda Ansor, dan lain-lain. 
Sidang MPP di Jakarta bulan Oktober 1978 mencanangkan kembali ide 
penyederhanaan ormas pemuda guna persiapan penyusunan Undang-Undang 
Keormasan.1 
Langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di 
bidang kepemudaan, baik dalam kampus maupun di luarnya, pada periode ini, 
berlangsung sedemikian rupa tanpa hambatan yang berarti. Sebab, pada akhirnya 
rancangan dan strategi tersebut diterima sebagai suatu kenyataan oleh segenap 
organisasi generasi muda Islam. 
Untuk melihat perkembangan yang menyeluruh generasi muda Islam pada 
periode ini, ada baiknya kita menyimak keterangan Ridwan Saidi dan Sarlito Wirawan 
ketika keduanya diwawancarai pada tahun 1979. Keduanya sependapat, bahwa 
kegiatan keagamaan di kalangan remaja dan mahasiswa grafiknya meningkat, 
meskipun Ridwan Saidi mangakui, bahwa pada segi partisipasi politik (kritik sosial) di 
kalangan mahasiswa nampak mengendur. 
Dari segi pengertian perkembangan seperti telah dijelaskan terdahulu, maka 
dapatlah dikatakan, bahwa periode dasawarsa 70-an belum merupakan perkembangan 
yang menggembirakan bagi generasi muda Islam. Perkembangan tersebut mengantar 
generasi muda Islam ke periode selanjutnya. 
Periode Asas Tunggal (Dasawarsa 80-an) 
Pada bagian awal dari tulisan ini telah disinggung bahwa orientasi 
pembangunan yang menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan perubahan 
sistem politik, yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, telah membawa 
pengaruh yang amat besar pula bagi perkembangan Islam di Indonesia pada umumnya 
dan generasi muda Islam khususnya. Pengaruh ini sebagian telah dapat dilihat pada 
kedua periode tersebut dikaji dengan cermat, maka periode berikutnya, yang sedang 
kita bicarakan ini, dpat diduga kalau orientasi yang demikian itu semakin 
mendapatkan legitimasi dan semakin dimantapkan. 
Telah disinggung pula pada bagian sebelumnya isu-isu yang mengitari 
generasi muda Islam. Memasuki dasawarsa 80-an isu-isu tersebut terfokus kepada satu 
isu sentral saja, yaitu Pancasila sebagai asas tunggal. 
Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bukan tanpa mengundang 
perdebatan-perdebatan. Di lingkungan generasi muda Islam, perdebatan sengit dalam 
sidang PB HMI di Ciloto1 tahun 1985 dan pernyataan Ansor sesuai Pekan Orientasi 
mereka di Cibubur, Jakarta,1 tahun 1984, adalah sekedar contoh perdebatan dan silang 
pendapat generasi muda mengenai Pancasila sebagai asas tunggal. 
Demikian pula pidato-pidato dari tokoh-tokoh pemuda Islam yang banyak 
menitik-beratkan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia,1 sesungguhnya dapat 
dipahami sebagai tanggapan generasi muda Islam terhadap isu Pancasila sebagai satu-
satunya asas. Tetapi, karena sedemikian mendalam dan meluasnya akibat dari 
penerapan perubahan sistem politik, khususnya penerapan konsep NKK/BKK dalam 
kehidupan kemahasiswaan dan strategi pembinaan kepemudaan diluar kampus,1 dapat 
diduga pengaruh tersebut telah memberi akibat yang besar pula terhadap 
perkembangan generasi muda Islam. 
Dengan demikian, dapatlah disaksikan bahwa pada periode ini generasi muda 
Islam secara kelembagaan dan dengan caranya masing-masing. Berturut-turut 
menerima Pancasila sebagai asas seiring dengan penerimaan organisasi induknya akan 
hal tersebut. 
Penerimaan secara mutlak Pancasila sebagai asas tunggal nyaris berlangsung 
mulus, terutama dan apalagi, setelah diundangkannya oleh pemerintah Unadng-
Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang antara lain, 
mengatur dan mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan menetapkan Pancasila 
sebagai asas organisasi dan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.1 Dikatakan nyaris berlangsung mulus, sebab 
sepanjang pengamatan saya, adalah PII satu-satunya organisasi generasi muda Islam 
yang tidak pernah secara kelembagaan dan resmi menyatakan menerima Pancasila 
sebagai asas organisasi; demikian pula sejak diundangkannya UU No.8 tahun 1985 
tersebut, organisasi ini belum melakukan keharusan melaporkan diri kepada Menteri 
Dalam Negeri. 
Kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, menyebabkan perkembangan 
generasi muda Islam pada periode ini dapat dikatakan sebagai suatu perkembangan 
yang digiring dan diarahkan ke satu titik, yakni menerima Pancasila sebagai asas 
tunggal organisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 
Tinjauan dan Perspektif 
Kelanjutan Politik Islam Hindia Belanda 
Kelahiran Orde Baru dengan program utama modernisasi politik dan ekonomi, 
di samping memberi harapan-harapan baru bagi generasi muda Islam, juga membawa 
perubahan-perubahan pada pola-pola kegiatan pemuda Islam. Harapan-harapan itu 
tercermin pada ikhtiar keras generasi muda Islam pada periode Harapan (1965-1970) 
yang mengantisipasi keadaan ketika itu. 
Memasuki periode dasawarsa 70-an, meskipun harapan-harapan itu masih 
tetap ada, namun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah Orde Baru di bidang 
kepemudaan dan kehidupan kampus, dirasakan oleh organisasi pemuda pelajar 
mahasiswa Islam sebagai satu hal yang semakin mempersempit ruang gerak mereka. 
Keadaan demikian itu pada periode berikutnya diterima oleh generasi muda Islam 
sebagai suatu perkembangan yang tidak ditawar-tawar lagi, yakni diterimanya 
Pancasila sebagai asas tunggal. 
Perkembangan seperti itu, dan sekali lagi, dalam konteks pengertian 
perkembangan menurut defenisi tulisan ini, dapatlah dikemukakan di sini, bahwa 
pemerintah Orde Baru ternyata tidak begitu ramah terhadap apa yang didentifisir 
sebagai “gerakan Islam” termasuk tentunya generasi muda Islam. 
Karena “gerakan Islam” yang dimaksud di sini adalah interaksi antara dua 
kekuasaan, dalam hal ini lebih berarti interaksi dua kekuasaan politik, maka dapat pula 
dikemukakan, bahwa kalau demikian adalah sikap dan kebijaksanaan pemerintah Orde 
Baru terhadap generasi muda Islam merupakan kelanjutan politik Islam Hindia 
Belanda. Kesan ini lahir dari pengalaman kita, khususnya umat Islam Indonesia, 
bahwa pemerintah Hindia Belanda menganut dan menerapkan sikap dan 
kebijaksanaan keras terhadap semua kegiatan umat Islam yang dinilai bersifat politik 
dan bersikap netral terhadap kegiatan ibadah agama.1 Itulah sebabnya ada yang 
menilai bahwa kegiatan pengkajian Islam mengalami grafik naik di masa Orde Baru. 
Tetapi, tentu dengan catatan, bahwa kegiatan pengkajian itu benar murni kegiatan 
ilmiah, tidak dinilai mengkaji nilai-nilai dan pandangan-pandangan Islam tentang 
politik. Sebab, bila ia terjadi adalah yang disebut terakhir, maka kegiatan pengkajian 
semacam itu akan diwaspadai dan bahkan dilarang. 
Penerusan politik Islam Hindia Belanda di alam Orde Baru, khususnya 
terhadap generasi muda Islam, pada satu segi bisa dipahami karena masih kuatnya 
perasaan islamophobi di kalangan orang-orang yang duduk dalam tempat-tempat 
kekuasaan atau tempat-tempat yang dapat mempengaruhi kekuasaan kenegaraan.1 
Tetapi, bila ketakutan dan kebencian terhadap Islam terkesan sepanjang sejarah Orde 
Baru yang telah dilewati, maka ada benarnya bila diantara pengamat ada yang 
berpendapat, bahwa pada banyak segi perkembangan Islam di zaman penjajahan 
Belanda adalah lebih baik ketimbang di zaman Orba. 
Kebenaran pendapat tersebut lebih terkesan ketika perkembangan generasi 
muda Islam memasuki periode Asas Tunggal (Dasawarsa 80-an). Bahkan, periode ini 
dapat dinilai sebagai periode yang menghabisi aspirasi Islam untuk disuarakan secara 
formal oleh lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kepemudaan Islam. Paling 
tidak, aspirasi itu secara tekstual semakin terkikis dari AD dan ART setiap organisasi 
kepemudaan tersebut. 
Penetapan asas tunggal, di samping menafikan kebhinekaan generasi muda dan 
menghalangi orang-orang yang sama keyakinan untuk mengelompok sesamanya,1 
juga menafikan hubungan antara agama dan politik,1 yang bagi pemuda Islam berarti 
bertentangan dengan ajaran agama mereka.1 Ini berarti dorongan untuk sekularisasi 
dalam politik bagi generasi muda Islam.1 
Dari segi itu semua, penetapan asas tunggal Pancasila adalah langkah mundur 
di bidang politik bagi perkembangan generasi muda Islam. 
Menyongsong Perkembangan Selanjutnya 
Deliar Noer di depan civitas akademika Universitas Muhammadiyah di 
Jakarta, menjelaskan kecenderungan dalam negeri yang sedang tumbuh.  
Kecenderungan itu di antaranya, adalah menguatnya semangat kebangsaan, semakin 
membaiknya pendidikan, semakin membaurnya antara budaya asli dan asing (Barat, 
Islam, dan Cina).1 
Sesungguhnya, menurut hemat saya, kecenderungan-kecenderungan itu amat berharga 
untuk dihayati oleh segenap tokoh dan aktivis organisasi kepemudaan Islam. Sebab, 
dengan segala akibat yang telah dialami oleh generasi muda Islam selama Orde Baru 
yang dimanfaatkan dalam rangka menyongsong perkembangan lebih lanjut. 
Jika dalam bagian ini kita mencoba melihat perspektif perkembangan generasi 
muda Islam di masa depan, maka seperti telah kita jelaskan pandangan Deliar Noer 
mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam negeri yang mesti dimanfaatkan, 
pandangan M. Natsir bahwa mesjid, pesantren dan kampus merupakan tiga pilar 
kepemimpinan umat,1 mungkin juga bisa berharga untuk dipikirkan bagi 
perkembangan pemuda Islam selanjutnya. 
Kegairahan keagamaan di kalangan remaja yang tetap menggejala sampai kini, 
terwujudnya komunitas muslim terpelajar di kampus-kampus perguruan tinggi,1 dan 
modernisasi lembaga pesantren,1 dengan tetap mempertahankan cirri 
kepesantrenannya, seperti penguasaan secara utuh akan ilmu-ilmu alat bagi para 
santrinya, kesemuanya ini masih membersitkan harapan-harapan baru bagi 
perkembangan generasi muda Islam di Indonesia. Kiranya, kesemuanya itu bukanlah 
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Kaitan Islam dengan politik sudah sangat sering menjadi wacana di berbagai 
forum. Kaitan keduanya digambarkan sebagai dua sisi mata uang, demikian eratnya 
sehingga tidak mungkin dipisahkan. Dalam pengalaman sejarah kaum Muslim, 
pemisahan antara keduanya telah membawa dampak demikian buruk yang 
menyulitkan bagi mereka dalam membangun masyarakat atau negeri mereka. Tidak 
dapat dibayangkan kesulitan yang dihadapi kaum Muslimin ketika kepada mereka 
diminta hidup dan membangun suatu tatanan masyarakat yang pranata-pranata sosial 
politiknya tidak dikaitkan atau dilepas sama sekali dari nilai-nilai keagamaan (Islam). 
Eratnya kaitan antara Islam dan politik, pada sisi lain, dapat mengambil bentuk 
sejak dari yang bercorak modern sampai yang bercorak ekstrim. Misalnya yang 
ekstrim, perjuangan dari sementara kaum Muslim untuk mewarnai secara formal 
semua pranata sosial-politik dari masyarakat yang mereka berada di dalamnya 
sehingga semuanya serba formal. Bahkan suatu cita-cita tentang sebuah “Negara 
Islam”, sesungguhnya akarnya dapat ditelusuri pada pandangan formalistik Islam 
tersebut. Sementara yang bercorak modern memandang bahwa pranata-pranata sosial-
politik tidak mesti bermerek formal Islam sepanjang nilai-nilai Islam tampak 
mewarnai pranata-pranata tersebut. 
Dari pandangan-pandangan tentang bagaimana kaitan Islam dan politik 
sebagai tersebut di atas, dapat juga dilihat bagaimana hak-hak politik warga negara. 
Karena politik menyangkut semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan susunan 
masyarakat, hak politik warga negara tentu berkaitan pula dengan kedua hal tersebut. 
Berbeda dengan seorang ahli hukum yang memandang negara sebagai 
lembaga atau organisasi, seorang ahli politik memandang negara sebagai suatu 
asosiasi atau kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. 
Negara sebagai asosiasi atau kelompok berbeda dari asosiasi lainnya yang banyak 
terdapat dalam masyarakat. Dari sisi ini, terdapat kemungkinan secara politik, hukum 
ditegakkan dengan memakai kekerasan fisik, dan hal ini benar sepanjang dilakukan 
oleh negara. Akan tetapi masalahnya adalah apakah hukum yang ditegakkan oleh 
negara itu merupakan bagian dari rasa keadilan dari umumnya rakyat atau warga 
negara tersebut? Jawaban atas soal tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak rakyat 
atau warga negara. 
Jadi sekalipun dalam pandangan politik, fungsi negara adalah 
menyelenggarakan penertiban, dan karena itu kalau perlu hukum dilaksanakan dengan 
wewenang negara untuk memaksa, akan tetapi karena hukum memandang penertiban 
tersebut semata-mata sebagai penataan hukum yang intinya adalah keadilan, maka 
rasa keadilan dari umumnya warga negara menjadi faktor yang tidak bisa diremehkan. 
Faktor rasa keadilan itu penting bila disadari bahwa materi hukum, menurut teori 
Austin, adalah hukum positif yang diterapkan oleh para politisi yang berkuasa atas 
rakyat yang mereka kuasai. 
Menurut teori tersebut, kaum politisilah yang merancang dan membuat hukum, 
bagaimana corak dan kandungan hukum dibuat, tentu tergantung pada corak dan 
tujuan-tujuan politik yang ingin dicapai kelompok politik yang berkuasa. Corak dan 
tujuan-tujuan politik yang ingin dicapai selanjutnya memberi pengaruh terhadap 
hubungan timbal balik antara hukum dan politik. Karena itu, dalam kenyataannya, 
hubungan timbal balik antara hukum dan politik biasa berakibat adanya warga atau 
kelompok dalam masyarakat yang merasa teraniaya dan kehilangan hak-haknya, 
termasuk dilanggar hak asasinya. Dari sini, pengaturan dan pemberian hak-hak warga 
negara harus dilakukan dan setiap warga negara sudah seharusnya mengetahui hak-
haknya. Sedang sosialisasi pengetahuan tentang hak-hak warga negara merupakan 
usaha pemberdayaan warga negara menjadi bagian yang tidak saja penting, tetapi juga 
sensitif, dalam politik. 
Pada bagian satu sudah dijelaskan bahwa politik meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan kekuasaan dan susunan masyarakat. Kekuasaan sebagai bagian 
penting dalam politik, biasa dijelaskan sebagai “kemampuan pelaku untuk 
mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 
pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan”, 
atau “kemampuan pelaku untuk menetapkan (secara mutlak), alternatif-alternatif 
bertindak atau alternatif-alternatif memilih bagi pelaku lain”. Maka, siapa atau pihak 
mana yang paling mempengaruhi itulah yang memiliki kekuasaan. 
Kekuasaan yang memanfaatkan kewenangan dengan baik dan membangun 
dengan mantap keabsahannya, dapat berakibat kepada dua kemungkinan. Pertama, 
kekuasaan dengan kewenangan dan keabsahannya yang dikelola secara baik dan benar 
akan memberi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya terhadap hak politik warga 
negara. Kedua, kekuasaan dengan kewenangan yang disalahgunakan dan keabsahan 
yang dipaksakan akan berakibat pada semakin jauhnya tujuan yang ingin dicapai 
dalam bernegara, yaitu kesejahteraan warga negara. Kemungkinan yang pertama dapat 
terwujud hanya bila terjadi keseimbangan antara hak politik warga negara dan 
kekuasaan itu sendiri. Sedang, kemungkinan yang kedua akan terjadi bila hak politik 
warga negara diabaikan dan ditekan, bahkan dihilangkan sama sekali. 
Dari uraian di atas, tampak jelas pentingnya hak politik warga negara benar-
benar diwujudkan guna mencapai tujuan-tujuan bernegara. Dengan kata lain, tujuan 
negara akan semakin di dekati dan dicapai bila hak politik warga negara diberdayakan 
secara sungguh-sungguh. 
“Kami pegang kebenaran ini sebagai bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan 
sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang 
tidak dapat dicabut, diantaranya adalah hidup, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan. 
Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, pemerintah dilembagakan diantara orang-orang, 
yang mendapatkan kekuasaan mereka yang adil atas persetujuan dari yang 
diperintah,” kutipan dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat itu menegaskan 
tentang pentingnya suatu pemerintahan yang demokratis, dan bahwa pemerintah 
dalam suatu demokrasi tidak memberikan hak-hak atau kebebasan dasar yang dimiliki 
oleh individu, akan tetapi melindunginya. Hal-hal yang tidak dapat dicabut meliputi 
kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, 
kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan 
hukum. Karena bebas dari pemerintah, maka undang-undang pun tidak dapat 
menghapuskan hak-hak tersebut. Begitu pula hak-hak tersebut tidak dapat 
ditundukkan kepada kemauan aneh suara mayoritas. 
Biasa dikatakan, kebebasan berbicara dan berpendapat adalah darah hidup 
setiap demokrasi. Menurut Patrick Wilson, “Demokrasi adalah komunikasi: orang 
berbicara satu sama lain tentang masalah bersama mereka dan membentuk suatu nasib 
bersama. Sebelum rakyat dapat memerintah diri sendiri, mereka harus bebas 
menyatakan pendapat mereka.” Karena itu, membungkam kebebasan warga negara 
untuk berbicara dan berpendapat, merupakan pelanggaran atas hak politik mereka. 
Dalam demokrasi, dianut prinsip bahwa pemerintah ada untuk melayani 
masyarakat; rakyat ada bukan untuk melayani pemerintah. Dengan kata lain, rakyat 
adalah warga negara suatu tatanan negara demokratis, bukan kawula atau hambanya. 
Dengan demikian, negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya, dan sebagai 
imbalannya, warga negara memberikan kesetiaan mereka kepada negara. Dalam 
contoh kehidupan politik, ketika warga negara memberikan suara mereka dalam 
pemilu mengenai siapa yang akan memerintah atas nama mereka, maka pemilu yang 
benar-benar bebas, jujur, dan adil adalah menjadi hak politik warga negara. 
Begitu pula, adalah hak politik warga negara untuk secara bebas memilih dan 
ikut ke dalam organisasi pilihan mereka. Hak politik demikian seiring dengan hak 
politik untuk ikut secara bebas dalam kehidupan umum masyarakat tanpa tekanan. 
Bersamaan dengan itu semua, warga negara harus menyadari adanya tanggung jawab 
sebagai akibat keikutsertaan mereka secara bebas tersebut, dengan mendidik diri 
sendiri tentang berbagai isu, menunjukkan toleransi dalam mengadapi pandangan-
pandangan berbeda, dan kompromi manakala perlu untuk mencapai kesepakatan. 
Dengan kata lain, kesadaran akan adanya hak politik setiap individu menuntut 
kesadaran akan kewajiban menerima dan menghormati hak politik serupa pada 
individu yang lain. 
Dari gambaran di atas, amat jelas bahwa hak politik warga negara lebih 
mungkin terwujud di dalam suatu masyarakat atau negara demokrasi. Suatu 
masyarakat atau negara yang tidak menganut sistem demokrasi, mengandung 
kemungkinan yang besar untuk mengabaikan hak-hak politik warga negara. Oleh 
karena itu, suatu masyarakat dan negara demokrasi sudah sangat menggesa untuk 
benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
kita. Dapat ditegaskan, bahwa hak-hak politik warga negara tercermin pada hak-hak 
asasi manusia, meliputi: kebebasan berbicara, berpendapat dan pers, kebebasan 
beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan yang sama di 
depan hukum, hak atas proses sewajarnya dan pengadilan yang jujur. 
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METODOLOGI PLURALISME 




Klaim kebenaran pada agama dan keyakinan sendiri – dan kebatilan 
(kesesatan) di pihak umat yang lain – sudah menjadi bagian perjalanan 
sejarah umat-umat dari agama-agama yang berbeda. Sampai hari ini, 
dikalangan umat Islam, klaim tersebut masih dijumpai. Sejarah 
pemikiran Islam yang meliputi teologi, filsafat, mistisisme (tasawuf) 
telah mencatat kelompok-kelompok teologi tertentu mengkafirkan 
kelompok teologi Islam lainnya yang berbeda.  Pemikir-pemikir 
filsafat dan tasawuf pun, di antaranya mengalami pengkafiran serupa. 
Tentu tudunhan pengkafiran itu menjadi amat serius kalau yang 
dituduh sampai dihukum mati. 
 
Pada bidang pengkajian Islam lainnya, seperti fiqhi, kontroversi 
tentang syariat Islam menjadi demikian tajam. Kontroversi menjadi 
demikian tajam karena bidang garapan fiqhi meliputi aspek-aspek 
muamalah (perbuatan/interaksi sesama) manusia yang sangat luas, 
yang bersentuhan dengan hukum boleh atau tidak perbuatan itu 
dilakukan. Diaktakan begitu luas karena fiqhi masuk juga ke aspek 
politik (Negara dan pemerintahann), ekonomi, termasuk produk-
produknya, dan lain-lain. Di dalam sejarah Islam, kaum fuqaha sering 
kali menjadi pihak yang berada di belakang berbagai corak dan bentuk 
pengkafiran terhadap pihak lain. 
 
Pemetaan pada agama samawi (langit/wahyu) dan agama ardhi 
(bumi/bukan wahyu), tentu mengandung masalah. Sebab, relakah 
(penganut) agama-agama yang dikelompokkan sebagai agama ardhi 
menerima pemetaan tersebut? Pemetaan tersebut tersosialisasi 
dikalangan umat islam melalui studi ilmu perbandingan agama. 
 
Bila keadaan yang digamabarkan di atas – yang terdapat dikalangan 
umat Islam - dibawa kepada persentuhan dengan agama-agama bukan 
Islam, bisa dibayangkan seberapa parah dan buruk bentuk dan akibat 
dari persentuhan tersebut. Agama selain Islam semua tergolong sesat 
dan tak sedikit di antaranya dipandang sebagai agama ciptaan manusia 
belaka (ardhi). Apakah keadaan seperti itu juga terjadi di dalam 
kalangan agama-agama selain Islam, adalah pertanyaan yang patut 
dikemukakan mengingat pentingnya menumbuhkan kesadaran 
bersama tentang pluralitas masyarakat. Sebab, dalam keadaan seperti 
itu, menjadi mustahil berbicara mengenai peranan para aktifis agama-
agama di tengah masyarakat yang kenyataannya memang majemuk. 
 
Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menyatakan pernyataan-
pernyataan Al-Qur’an kepada segenap umat Islam, khususnya kepada 
kalangan umat Islam yang digambarkan pada bagian I di atas. 
Pernyataan Al-Quran bahwa para utusan/pesuruh (rasul-rasul/nabi-
nabi) Allah diutus pada segenap umat manusia, dalam ruangan dan 
waktu yang berbeda, pernyataan itu seharusnya sudah memadai bagi 
yang membaca pernyataan tersebut untuk bersikap adil dan jujur 
dalam menghormati semua utusan Allah. Akan tetapi pada 
kenyataannya, tidaklah mudah mengajak setiap aktifis Muslim untuk 
menyatakan pengakuan, meski hanya sifatnya kemungkinan, bahwa 
pembawa agama hindu, misalnya, sesungguhnya adalah seorang 
utusan Allah juga, sama seperti Isa al-Masih, Muhammad SAW, dan 
lain-lain. Sama dengan, atau lebih sulit dari itu, adalah bahwa tidak 
sedikit aktifis Muslim mengalami kesulitan di dalam memahami 
pernyataan kitab suci mereka menyangkut semangat pluralism. 
Sehingga, apakah yang bias diharapkan dari aktifis yang kitab sucinya 
menegaskan pluralitas agama-agama sementara dia tidak memegang 
dengan konsekuen pernyataan tersebut? Adalah patut untuk 
dipersoalkan juga, apakah kondisi serupa juga terdapat di lingkungan 
aktifis agama-agama yang lain? 
 
Jawaban atas pertanyaan di atas akan menjelaskan seberapa besar 
komitmen yang bias dibangun untuk mengemban tugas para aktifis 
agama-agama di tengah pluralitas masyarakat. Akan tetapi, 
mungkinkah dibangun komitmen bersama di antara sesama aktifis 
dari agama-agama yang berbeda, apalagi bila dikaitkan dengan fungsi 
agama di era masyarakat global sekarang dan kedepan? Pertanyan-
pertanyan yang telah dikemukakan tidak bermaksud untuk 
memunculkan ketiadaan harapan, akan tetapi bertujuan untuk untuk 
mengetahui peta sosiologis dan teologis umat-umat yang berbeda 
agama yang selanjutnya, melahirkan kesadaran bersama tentang misi 
agama hari ini dan ke depan. 
 
Masalah-masalah tersebut di atas, pada hemat saya, memang 
sebaiknya dimulai oleh kalangan terdidik pada masing-masing umat 
beragama. Para ustaz, khotib, muballigh, dan da’i di kalangan Islam 
tidak serta merta berarti mereka adalah kalangan yang benar-benar 
memperoleh pendidikan yang baik, sehingga bias digolongkan sebagai 
pakar, cendikiawan, atau ulama, sekalipun ketiga kelompok yang 
disebut akhir juga biasa terlibat dalam kegiatan dakwah dan tabligh. 
Padahal para uztaz, khotib, muballigh dan, da’i berada di garis 
terdepan gerakan dakwah dan tabligh yang berinteraksi langsung 
dengan umat. 
 
Adalah lebih baik untuk menegaskan kembali bahwa pada zaman 
sekarang, persentuhan, interaksi, hubungan orang-orang atau 
kelompok-kelompok yang saling berbeda merupakan hal yang tidak 
terhindarkan lagi dan intensitasnya juga semakin tinggi. Orang atau 
kelompok asal etnis atau agama tertentu, tidak boleh tidak, 
bersentuhan, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang atau 
kelompok asal etnis atau agama yang berbeda. Persentuhan, interaksi, 
dan hubungan itu terjadi karena diharuskan oleh factor-faktor 
kesamaan tertentu, seperti kesamaan profesi, bertetangga secara 
kebetulan di suatu kompleks pemukiman, aktifitas sehari-hari, dan 
lain-lain atau oleh faktor-faktor ketidaksamaan tertentu, seperti 
aspirasi poltik, kepentingan ekonomi, ekspresi budaya, dan lain-lain, 
yang di antaranya berkembang menjadi konflik sosial bernuansa etnis 
dan agama. Dengan demikian, ada dua macam bentuk persentuhan, 
interaksi, dan hubungan di dalam masyarakat yaitu yang positif dan 
negatif. 
 
Persentuhan, interaksi, dan hubungan sesama manusia semakin 
dimungkinkan oleh kemudahan yang diberikan oleh hasil iptek (ilmu 
pengetahuan dan teknologi) di bidang komunikasi, informasi, dan 
transportasi, seiring dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan 
seseorang atau kelompok. Khusus kemudahan di bidang informasi, 
manusia memiliki akses yang luas untuk mengetahui sesuatu yang 
mungkin menggoda untuk terjadinya persentuhan, interaksi, dan 
hubungan. Menyangkut semakin baiknya tingkat kesejahteraan 
seseorang atau kelompok, harus diberi catatan bahwa sesungguhnya 
masih banyak lagi umat manusia diberbagai belahan dunia yang 
kondisi kesejahteraannya tergolong buruk bahkan buruk sekali. Pada 
orang-orang atau kelompok-kelompok demikian, persentuhan, 
interaksi, dan hubungan antara sesame manusia, biasanya terjadi 
secara terpaksa dan mengambil bentuk yang negatif. 
 
Dan gambaran singkat tentang persentuhan, interaksi, dan hubungan 
sesame manusia yang tak terhindarkan tersebut, lahirlah kesadaran 
bahwa apa yang diebut dengan kewarganegaraan, pada era sekarang, 
pengertiannya adalah administrative menjawab bahwa perbuatan 
manusia bukan manusia yang melakukannya, Tuhanlay yang 
melakukan semua perbuatan manusia. Sedang manusia qadariyah 
bahwa manusia sendirilah yang melakukan perbuatannya, bukan 
Tuhan. Kedua perpektif tersebut merujuk ayat-ayat Al-Qur’an dan 
hadist tertentu sebagai pijakan masing-masing. 
 
Cara pandang jabariyah dan qadariyah dapat pula dipakai untuk 
melihat peristiwa tsunami. Namun, sebelum kedua paham teologi 
Islam itu dibahas dalam kaitannya dengan tsunami, ada baiknya untuk 
melihat lebih dulu bagaimana Al-Quran berbicara tentang fenomena 
alam yang mungkin bisa mendekatkan kita kepada fenomena alam 
yang disebut tsunami. Al-Quran mengabarkan tentang laut yang 
terbelah (Q.s Al-Syuara/26: 63; Al-Dukhan/44:24) dalam konteks 
informasi tenggelamnya Firaun dan pengikutnya dan penyelamatan 
Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Al-Quran berbicara 
tentang laut yang di dalamnya ada api (s. al-Thur/52:6). Ayat ini 
berkaitan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan azab Tuhan pasti 
terjadi (ayat 7) dan tidak seorang pun dapat menolak azab tersebut 
(ayat 8). Pada tempat yang lain, yaitu pada surat al-Takwir/81, al-
Quran menyebut fenomena alam “dan apabila lautan dipanaskan” 
(ayat 6) dan setelah menyebut beberapa hal lainnya, pada ayat 14 
dinyatakan “maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia 
kerjakan”. Al-Quran juga menyebut fenomena alam tentang lautan 
yang meluap (s. al-Infithar/82:3). 
 
Mungkin ayat yang terjemahannya dikutipkan di bawah ini cukup 
signifikan dalam rangka melihat tsunami yang telah dibicarakan. Ayat 
tersebut (s. al-An’am/6:65) diterjemahkan sebagai berikut: 
“Katakanlah: ‘Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari 
atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-
golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu 
keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa Kami mendatangkan 
tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya’”. azab 
Tuhan yang “dating dari bawah kakimu”, penjelasannya antara lain 
adalah azab dalam bentuk gempa bumi, banjir, dan sebagainya. 
 
Tentang air yang menenggelamkan manusia yang berfungsi sebagai 
hukuman atas perbuatan manusia, disebutkan pada cukup banyak 
tempat di dalam  A-Quran (lihat: al-Baqarah/2:50; al-A’raf/7:64; al-
Anfal/8:53; Yunus/10:73 dan 90; al-Syuara/26:66 dan 120; al-
Ankabut/29:40; al-Saffat/37:82; al-Isra/17:103; al-A’raf/7:136; al-
Anbiya/21:77; al-Furqan/25:37; al-Zukhruf/43:55; Nuh/71:25; 
Hud/11:37. Selain itu Al-Quran melukiskan juga suatu adaan karena 
suatau guncangan yang dahsyat, mayat-mayat bergelimpangan di 
rumah-rumah mereka(s. al-A’raf/7:78 dan 91). 
 
Ada dua istilah yang digunakan di dalam al-Quran yang kedua-duanya 
menunjukkan ketetapan atau ketentuan Allah SWT yang berlaku 
pasti. Kedua istilah tersebut masing-masing adalah takdir dan 
sunnatullah. Meskipun keduanya sama sebagai ketentuan Allah yang 
berlaku pasti, namun dapat dibedakan. Takdir adalah ketetapan atau 
ketentuan Allah yang berlaku pasti di dalam fisika alam semesta; ia 
biasa juga disebut dengan hukum alam. Sedang sunnatullah adalah 
ketetapan atau ketentuan Allah yang berlaku pasti di dalam kehidupan 
social manusia; ia biasa pula disebut dengan hukum baja sejarah. Kini, 
kedua istilah tersebut disatukan dalam istilah sunnatullah saja. 
Tentang ketentuan atau ketetapan Allah yang berlaku pasti yang 
disebut takdir, bisa disimak pada, antara lain, ayat dalam surah 
berikut: Fushshilat/41:18,19,20; al-A’la/87:3; Saba/34:11 dan 18; al-
Waqi’ah/56: 60; Yasin/36: 39; Yunus/10: 5; al-Furqan/25: 2; 
‘Abasa/80: 19; al-Muzammil/73: 20; dan lain-lain. Sedang ketentuan 
atau ketetapan Allah yang berlaku pasti dalam kehidupan social dapat 
dicermati pada, antara lain, ayat dalam surah berikut: al-Anfal/8: 34; 
al-Hijr/15: 13; al-Isra/17: 77; al-Kahfi/18: 55; al-Ahzab/33: 38 dan 
32; Fathir/35: 43; Ghafir/40: 85; al-Fath/48: 23; Al-Isra/17: 77; Ali 
Imran/3: 137; an-Nisa/4: 26; dan lain-lainnya. 
 
Di dalam teologi Islam dikenal dua muhzab pemikiran di dalam 
menjawab pertanyaan, siapakah yang melakukan perbuatan manusia: 
manusia itu sendiri atau Tuhan? Mazhab Jabariyah menjawabnya 
dengan mengatakan Tuhanlah yang melakukan perbuatan manusia, 
karena Tuhan Maha Mutlak. Sedang mazhab qadariyah menjawabnya 
bahwa manusialah yang sepenuhnya yang melakukan pernuatannya. 
Kemahamutlakan Tuhan dibatasi sendiri oleh Tuhan dengan takdir 
dan sunnatullah yang Dia Ciptakan.  
Karena itu, dalam soal yang sedang kita percakapkan yaitu tsunami 
dalam perspektif teologi Islam, menurut hemat saya, dapat kita 
bicarakan secara jernih berdasarkan pokok-pokok uraian yang telah 
kemukakan di atas, selain yang sangat mungkin dari masukan-
masukan lainnya di dalam percakapan kita hari ini. 
 
Wa Allah a’lam bi al shawab. 
POLITIK ISLAM DALAM SOROTAN 























Seperti dua sisi mata uang, begitulah seringkali dimisalkan hubungan antara 
Islam dan politik. Begitulah kenyataannya, justeru persoalan pertama-tama yang 
muncul di dalam Islam sebagai agama adalah persoalan politik, bukan persoalan 
agama dalam artinya yang sempit. Bahkan, bukan persoalan ibadah yang oleh pada 
umumnya kaum Muslimin dipandang sebagai persoalan yang amat prinsipil. 
Islam pun muncul sebagai kekuatan dunia baru, dalam sejarahnya yang paling 
dini adalah ketika Islam sebagai kekuatan politik tampil mengancam kekuatan politik 
dunia pada masa itu, yaitu Kekaisaran Rumawi Bizantium dan Kekaisaran Persia. 
Segera setelah Nabi Muhammad, Rasul pembawa wahyu Islam, meninggal, Islam 
sebagai kekuatan politik berdampingan sebagai kekuatan militer sudah menaklukkan 
Kekaisaran Persia dan selanjutnya terus menerus menjadi ancaman terhadap wilayah-
wilayah kekuasaan Rumawi Bizantium. 
Tentu bukan suatu keanehan kalau pada masa sekarang, Islam semakin sering 
dikaitkan dengan gerakan dan pergolakan politik pada banyak negeri di dunia. Isu-isu 
politik global seringkali dikaitkan dengan Islam. Sebenarnya, bagi kalangan terpelajar 
yang memusatkan perhatiannya kepada studi-studi Islam, akan memahami kaitan 
tersebut kalau menyadari bahwa wahyu Islam adalah wahyu terakhir yang 
dikomunikasikan oleh Tuhan kepada manusia pilihan-Nya. Sebagai wahyu terakhir, 
tentu Islam akan menjadi tolok ukur bagi pernyataan wahyu-wahyu Tuhan yang telah 
Dia komunikasikan sebelumnya kepada orang-orang pilihan-Nya, selain bahwa 
wahyu Islam, bersama-sama kebenaran wahyu-wahyu sebelumnya, akan menjadi 
pedoman abadi bagi umat manusia pada zaman-zaman selanjutnya. Sehingga, kalau 
politik diartikan pula sebagai pengaturan susunan masyarakat, maka dapat dipastikan 
wahyu Islam berbicara banyak menyangkut hal tersebut. 
Buku yang berbicara mengenai Islam dan politik ini, semula merupakan 
tulisan-tulisan yang masing-masing berdiri sendiri. Ada di antaranya yang ditulis 
ketika penulis masih menempuh kuliah Doktoral pada IAIN (kini UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta pada tahun 1990-an. Sedang tulisan-tulisan lainnya, pada 
umumnya ditulis ketika penulis sudah kembali ke kota tempat bekerja, Makassar, 
setelah menyelesaikan studi di Jakarta. Tulisan-tulisan itu dibuat untuk berbagai 
macam forum untuk didiskusikan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat 
di mana penulis berada di dalamnya. Dengan demikian, buku ini boleh juga dikatakan 
respons dan sikap politik yang berkembang di tengah masyarakat. 
Karena itu, penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan 
pada Penerbit Melania, yang bukan saja karena suatu keperluan khusus, telah 
menerbitkan buku ini dalam jumlah sangat terbatas (belum cukup untuk 
dipublikasikan), tetapi juga telah bersusah payah mengedit dan melakukan koreksi 
pada tulisan-tulisan yang telah menjadi buku ini. Saya sangat berterima kasih kepada 
Muhammad Sabri A.R. yang telah menjadi editor pada penerbitan terbatas tersebut. 
Saya tak mungkin melupakan susah payah serupa yang telah ditunjukkan oleh isteri 
dan anak-anak saya yang telah dewasa di dalam membantu mengoleksi, mengetik dan 
mengetik ulang lagi tulisan-tulisan ini sebelum menjadi buku, karena sadar bahwa 
tulisan-tulisan tersebut tak akan pernah menjadi buku bila hanya mempercayakannya 
sendiri kepada penulisnya. 
Akhirnya, seiring dengan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas diterbitkannya buku ini oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 
saya senang untuk menerima saran dan koreksi dari pembaca guna perbaikan 
selanjutnya. Semoga buku ini bisa memberi manfaat bagi pembacanya, khususnya 
bagi para peminat kajian politik Islam. 
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ISLAM, POLITIK, DAN KEKUASAAN 
Hubungan antara Islam dan politik bukan saja telah banyak dibicarakan dan 
ditulis, tapi juga dipandang sebagai hal yang tidak terhindarkan. Memang, pada 
agama-agama selain Islam pengalaman hubungan tersebut juga dijumpai,1 namun 
dalam Islam hubungan tersebut semakin terasa relevansinya, terutama pada masa 
sekarang, misalnya, saat perbincangan tentang tema kebangkitan Islam dan negara, 
kekuasaan, konstitusi, kedaulatan, demokrasi, dan lain-lain, sedang berlangsung. 
Berbagai pembahasan mengenai konsep-konsep politik tadi dalam hubungannya 
dengan Islam telah banyak pula dikemukakan para ahli dan telah melahirkan 
pemikiran-pemikiran serta teori-teori politik dalam Islam. 
Eratnya kaitan antara Islam dan politik, segera tampak ketika Muhammad 
saw. yang berasal dari kalangan pedagang kelas menengah mulai mengomunikasikan 
pesan-pesan wahyu yang diakuinya bersumber dari “langit” meski pada mulanya 
tampak tidak bakal mampu memengaruhi kehidupan para pedagang kelas atas yang 
menguasai kota Mekah sebagai kota transit jalur perdagangan waktu itu (permulaan 
abad ke-7 Masehi). Montgomery Watt menggambarkan hal itu dengan berkata, 
bahwa pada mulanya gerakan keagamaan yang dibawa Muhammad tidak 
menunjukkan adanya relevansi politik yang nyata. Namun tak lama kemudian, 
terlihat adanya rasa cemas di kalangan pedagang besar kepada Muhammad dan 
gerakan keagamaannya. Sejak saat itu, mulai terasa bahwa pengakuan Muhammad 
sebagai pembawa kebenaran (Rasul/Nabi) yang bersumber dari Tuhan telah menjadi 
dasar potensial adanya campur tangan agama dalam masalah-masalah politik, karena 
isi dan gagasan keagamaan yang dibawanya tersebut merupakan tanggapan langsung 
terhadap situasi kota ketika itu, yaitu situasi kehidupan sosial ekonomi yang kurang 
sehat, meski potensi politik yang terkandung di dalam wahyu awal Islam itu tetap 
belum bisa diwujudkan.2 
Islam sebagai kekuatan politik mulai terwujud setelah Muhammad pindah ke 
Madinah (tahun 622 M) dan berbagai kelompok dan suku di jazirah Arab ketika itu, 
mengakuinya sebagai Nabi dan Rasul Allah atau mengikat perjanjian dengannya 
untuk mendapatkan perlindungannya sebagai penguasa masyarakat Madinah. Islam 
sebagai kekuatan politik baru – sebagai saingan dan kelak (pada tahun 630 M) 
menaklukkan kekuatan politik kaum Musyrikin yang berpusat di Mekah – meskipun 
sampai matinya Muhammad belum memiliki batas-batas geografis tertentu, akan 
tetapi secara geopolitik keberadaannya diakui secara pasti.3 Batas-batas geografis 
kekuatan politik Islam mulai nyata dan semakin meluas pada masa Khulafa 
Rasyidun,4 ketika Kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan 
selanjutnya penaklukan itu meluas ke wilayah-wilayah lain di Afrika dan Spanyol 
(Andalusia) pada masa khalifah-khalifah berikutnya. 
Pertautan yang kuat antara Islam dan politik telah membawa akibat-akibat 
dalam perjalanan sejarah kaum Muslimin. Demikian pula, bila pertautan antara 
keduanya longgar atau bahkan dipisahkan sama sekali karena perkembangan situasi 
(politik), akibat-akibatnya yang lebih jauh pun akan tampak.5 Dalam hal pemisahan 
agama dari politik, adalah menarik apa yang diamati Daniel Crecelius, yang 
membandingkan pemisahan tersebut dalam Islam dan Kristen. 
Menurut Daniel Crecelius,6 ketika terjadi pemisahan antara lembaga-lembaga 
dan fungsi-fungsi keagamaan dengan lembaga-lembaga dan fungsi-fungsi politik, di 
dunia Islam di Timur Tengah, pemisahan tersebut telah membawa kerugian yang jauh 
lebih banyak atas lembaga-lembaga keagamaan Islam dibanding apa yang diterima 
oleh dunia Kristen. Selanjutnya Crecelius menjelaskan, bahwa kerugian tersebut 
dapat dijelaskan pada watak dari hubungan tradisional antara agama dan negara dari 
kedua agama, Kristen dan Islam. Seraya mengutip klasifikasi Donald Smith, 
Crecelius menjelaskan bahwa sebagai suatu sistem, yang berbeda dengan yang 
terdapat pada agama Kristen, Islam menggabungkan antara fungsi-fungsi keagamaan 
dan politik ke dalam suatu integrasi yang erat sekali. 
Pertautan Islam dengan politik yang demikian erat, secara khusus dapat pula 
dilihat di lingkungan Islam Syiah. Di kalangan Syiah, keterkaitan Islam dengan 
politik dirasakan sedemikian kuatnya. Hal itu disebabkan oleh pendirian mereka 
bahwa imamah (kepemimpinan) adalah rukun agama dan dasar Islam. Karena itu, 
imamah bukan urusan umat (orang banyak) untuk menetapkannya, melainkan urusan 
dan wewenang ketuhanan. Sehingga, mestilah Nabi Muhammad menunjuk seorang 
imam (pemimpin) yang maksum (terpelihara dari dosa besar dan kecil) sebagai 
penggantinya. Orang Syiah bersepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah 
yang sah yang dipilih Nabi Muhammad, dan selanjutnya hak ke-imamah-an menjadi 
milik anak keturunannya.7 Jadi, kaitan antara Islam dan politik di kalangan Syiah 
demikian kuat karena bidang politik, khususnya imamah dan hak atasnya, menjadi 
bagian yang inheren sekali dengan dasar-dasar keyakinan agama (Islam) itu sendiri. 
Menurut S. Khuda Bakhsh: The religious faith of the Shiites had developed 
early and in quite an original way. The idolatrous worship of Ali and his descendants 
lies at the root of the entire system.8 (Keyakinan agama orang-orang Syiah telah 
berkembang dengan cepat dan dalam cara yang benar-benar orisinal. Pemujaan yang 
sangat berlebihan kepada Ali dan keturunannya menjadi akar dari keseluruhan sistem 
(Syiah). Kesetiaan mereka yang sangat tinggi terhadap Ali selalu berkait dengan hak 
Ali sebagai pengganti Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Kesetiaan 
mereka adalah kesetiaan yang tidak tanggung-tanggung, kesetiaan yang melebihi 
harga jiwa mereka. Khuda Bakhsh selanjutnya menggambarkan kesetiaan orang-
orang Syiah, sebagai berikut, They stood unconditionally by him, looked upon him at 
the legitimate successor of the Prophet, clung to him with enthusiastic devotion, and 
declared themselves ready to lay down their lives for him,9 (Mereka dengan tanpa 
syarat, menyiagakan diri demi dia (Ali), memandangnya sebagai pengganti Nabi yang 
sah, berpegang teguh kepadanya dengan ketaatan penuh antusias, dan menyatakan 
diri mereka siap untuk mengorbankan jiwa mereka demi dia). 
Berbeda dengan Syiah (Syii) teori dan pemikiran politik di lingkungan kaum 
Sunnah (Sunni) berkembang bersama perkembangan zaman. Sistem kekhalifahan 
yang berlangsung pada keempat khalifah Khulafa Rasyidun, mengalami perubahan 
besar segera sejak Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa. Muawiyah meninggalkan 
model-model terpilihnya pemimpin masa Khulafa Rasyidun dan menggantikannya 
dengan model mewariskan kepemimpinan kepada anak keturunannya. Pada masa 
selanjutnya, dunia Islam mengenal para pemikir dan teoritikus politik di lingkungan 
mereka, seperti al-Mawardi (974 - 1058 M), Ibn Khaldun, dan lain-lain. Dalam karya 
monumentalnya, Al-Ahkam al-Sultaniyah, al-Mawardi menggambarkan perlunya 
imamah dibentuk sebagai ganti fungsi kenabian yang sudah tiada dengan wafatnya 
Nabi Muhammad. Karena itu, imam (kepala pemerintahan), tidak hanya berfungsi 
mengatur urusan keduniaan, tetapi juga urusan keagamaan. Sumber legitimasi 
kewajiban pembentukan imamah didasarkan pada syarak (syar’), atau disebut juga 
sebagai kewajiban syarak (wajib bi al-syari’i), bukan didasarkan atas akal atau 
kewajiban akal (la wajib bi al- aql). Dalil syarak itu adalah ayat 59 dari surat keempat 
Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad yang memerintahkan umat Islam menaati 
pemimpin mereka selama pemimpin itu memerintah dalam kebenaran.10 
Hubungan Islam dan politik dalam pemikiran Ibn Khaldun yang datang 
sesudah masa al-Mawardi, digambarkan sebagai hubungan yang luwes dan bergerak 
menurut gerak zaman. Lebih mendasar dari itu, Ibn Khaldun menegaskan kemestian 
politik untuk diletakkan dalam dimensi ruang dan waktu, politik mesti menyejarah, 
tidak boleh tidak. Dasar syariat (Islam) sekalipun, kalau penjabarannya tidak 
menyejarah, tidak menyentuh ruang dan waktu dalam kehidupan sosial, maka ia tidak 
akan merupakan jaminan bagi kokohnya kekuasaan politik.11 
Politik dalam perspektif Sunni masih terus berproses sesuai dengan 
perkembangan zaman hingga tiba pada suatu masa, pemikir modern Mesir, Ali Abdul 
Raziq, mengatakan bahwa sistem kekhalifahan, yang selama berabad-abad 
dipertahankan, tidak memiliki landasan teologis sama sekali. Berdasarkan 
penelitiannya terhadap al-Quran, khususnya ayat-ayat yang oleh kalangan yang 
mendukung sistem kekhalifahan dijadikan sebagai dalil keharusan membentuk 
kekhalifahan, juga penelitiannya terhadap hadis Nabi Muhammad yang berkaitan 
dengan itu, dia mengatakan bahwa mereka yang menetapkan wajibnya khilafah, 
ternyata tidak menunjukkan dalil-dalil dari al-Quran dan hadis tentang kewajiban 
tersebut; demikian pula, argumen-argumen yang dipakai untuk mendukung sistem 
khilafah adalah lemah.12 Dalam pemikiran Ali Abdul Raziq, politik, teristimewa 
kekhalifahan, dilepaskan dari legitimasi syaraknya dari satu sisi, tapi dari sisi lain, 
memberikan landasan syarak untuk membiarkan politik, khususnya kekhalifahan, 
ditetapkan secara bebas oleh pertimbangan-pertimbangan akal kemanusiaan. 
Politik dalam Islam, mungkin dapat dikatakan menempuh arus balik pada 
pemikiran al-Maududi. Pemikir Pakistan ini, sekali lagi mungkin, lebih banyak tidak 
sejalan dengan pemikiran Ali Abdul Raziq. Pendapat al-Maududi bahwa prinsip 
utama negara Islam adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan, dan bahwa hanya 
Tuhanlah sesungguhnya sebagai pembuat hukum; begitu pula istilah “Kerajaan 
Tuhan” (Kingdom of God), atau teodemokrasi, yang dia pakai untuk nama negara 
Islam yang dia maksudkan; dan pembagian warga negara kepada “yang Muslim” dan 
“yang bukan Muslim (zimmi)”, mengingatkan orang kepada tradisi klasik khilafah 
dalam sejarah Islam awal.13 
Ketika Islam bersentuhan dengan lembaga politik pada masa modern, seperti 
negara, maka akan sangat sulit menemukan pemikiran tentang negara di dalam Islam 
yang benar-benar independen dari nuansa keagamaan. Karena itu, politik dan 
kekuasaan senantiasa saling berhubungan dengan Islam. Sangat mustahil menemukan 
dalam sejarah, negara dan kekuasaan dalam pemikiran politik kaum Muslimin 
terlepas sama sekali dari Islam. Negara dan kekuasaan, tidak boleh tidak, harus 
menjadi wadah dan alat untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, 
sepanjang sejarah kaum Muslimin, selalu muncul perbincangan tentang hubungan 
antara negara dan kekuasaan dengan Islam. Bobot, tingkat, mutu, dan arah 
perbincangan itu bergantung pada pihak atau kalangan mana dalam Islam yang 
memperbincangkannya. Sebab, dalam Islam, terdapat berbagai pihak dan kalangan 
yang memperbincangkan hal tersebut. 
Melalui penjelasan Deliar Noer, kita dapat memperoleh sedikit gambaran 
mengenai berbagai kalangan Islam dalam kaitan sikap dan pandangan mereka tentang 
hubungan Islam dengan politik dan kekuasaan. Menurut Deliar Noer, ada empat 
kelompok pandangan dan sikap politik Islam yang saling berbeda. Pertama, 
kelompok yang bersikap aktif dan menolak garis yang dianggapnya menyimpang dari 
Islam; kedua, kelompok yang bersikap akomodatif terhadap pemerintah maupun 
lawan politik; ketiga, kelompok yang melihat Islam hanya sebagai ajaran, sehingga 
tidak perlu dilibatkan ke bidang politik; dan keempat, kelompok yang melihat Islam 
lebih sebagai ajaran moral dan karena itu, gerakannya lebih bersifat kultural.14 
Keempat kelompok pandangan dan sikap politik Islam tersebut, meskipun berbeda 
dalam bobot, tingkat, dan arah yang dituju di dalam melihat hubungan Islam dengan 
politik dan kekuasaan, pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi hanya dua 
kelompok besar, yaitu, yang biasa disebut sebagai “Islam formalistik” dan “Islam 
kultural”. Kelompok Islam pertama sangat menekankan nama dan simbol-simbol 
Islam, dan biasanya juga memahami ajaran-ajaran Islam lebih bersifat tekstual. 
Kelompok “Islam kultural” lebih menekankan pada substansi Islam dan memahami 
ajaran-ajaran Islam lebih bersifat konstektual; karena itu kelompok ini juga biasa 
dikenal sebagai kelompok “Islam substansial”. Dalam hal hubungan Islam dengan 
politik dan kekuasaan, kelompok Islam pertama lebih sering bersikap reaktif 
ketimbang proaktif dan jalur politik (tentunya juga parpol) menjadi jalur utama 
perjuangan mereka. Sedang kelompok Islam yang kedua bersikap proaktif dan 
mengambil inisiatif ketimbang reaktif dan tidak menjadikan jalur politik (termasuk 
parpol) sebagai jalur utama perjuangan mereka; bidang-bidang lainnya di luar politik; 
seperti pendidikan, budaya, dan lain-lain lebih mendapat perhatian mereka. Kalau 
kelompok pertama, dengan memilih jalur politik, bertujuan agar realisasi ajaran-
ajaran Islam bisa lebih cepat diwujudkan melalui kekuasaan yang diraih, maka 
kelompok kedua lebih melihat pentingnya suatu proses sosialisasi dalam masyarakat 
yang berguna bagi diterimanya ajaran-ajaran Islam itu secara lebih matang dan 
langgeng. 
Dari kedua pola besar sikap politik Islam itu, bisa dibedakan juga bagaimana 
para aktivis Islam memaknai politik alokatif Islam, suatu politik yang bertujuan untuk 
mengalokasikan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam ke dalam struktur politik, atau ke 
posisi-posisi di mana proses pengambilan keputusan bagi kepentingan publik 
berlangsung.15 Politik Islam menurutnya merujuk kepada sebuah ide, gagasan dan 
implementasi dari sejumlah nilai-nilai demokrasi Islam yang kemudian tercermin 
dalam kehidupan bermasyarakat Di sini, kita bisa melihat adanya kalangan Islam 
yang begitu bersemangat untuk memperjuangkan apa yang dinamakannya sebagai 
cita-cita Islam. Padahal, seringkali apa yang dinamakannya cita-cita Islam, ternyata 
tidak khas Islam, tapi dapat sejalan dengan apa yang diperjuangkan para politisi lain 
yang tidak pernah mengklaim sebagai politisi alokatif Islam. Kecuali, tentunya, dalam 
hal perjuangan untuk mengubah bentuk negara menjadi Negara Islam, atau 
memasukkan ke dalam rancangan konstitusi tujuh kata yang terdapat pada Piagam 
Jakarta tentang keharusan pelaksanaan syariat Islam bagi umat Islam, barangkali 
dapat disebut sebagai “khas” Islam. Kata “khas” diberi tanda kutip berhubung tidak 
semua aktivis Islam memandang hal itu sebagai khas Islam, bahkan ada diantara 
mereka memandangnya sebagai hal yang bisa diperdebatkan, misalnya, oleh kalangan 
Islam substansial. 
Demikianlah, kita bisa menemukan dalam kalangan kaum Muslimin mulai 
dari sikap yang menolak sampai kepada sikap yang menerima konsep-konsep politik 
modern seperti, bentuk Negara republik, demokrasi, sistem pemilihan umum, parpol 
dengan asas atau dasar tidak bercorak agama, dan lain-lain. Penolakan dan 
penerimaan itu bergantung pada ke dalam kelompok sikap politik mana mereka 
tergolong, sebagaimana kategori yang telah dijelaskan Deliar Noer atau dua kategori 
besar yang juga telah diuraikan di atas. 
Memang ada teori bahwa tradisi-tradisi, cara pandang, sikap, dan pemikiran 
dapat berubah atau setidaknya terpengaruh, oleh karena terjadinya perubahan-
perubahan dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek). Namun perubahan yang diakibatkan oleh iptek tidak mungkin 
dengan cepat menghapus semua tradisi, cara pandang, sikap, dan pemikiran yang 
sudah ada yang berlawanan dengannya. Diperlukan suatu proses waktu, singkat atau 
lebih lama, agar tradisi, cara pandang, sikap, dan pemikiran dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan yang terjadi, khususnya dari akibat perkembangan iptek. Di dalam 
proses transisi, atau proses transformasi itu, ternyata tradisi, cara pandang, sikap, dan 
pemikiran lama bisa saja tetap muncul di tengah-tengah masyarakat yang sedang 
berubah. 
Dalam konteks Indonesia yang sedang berubah, misalnya, semakin 
tumbuhnya kesadaran terhadap kenyataan pluralitas warga bangsa, maka bukan tidak 
sering muncul cara pandang dan pemikiran lama yang diekspresikan ke dalam sikap 
politik dalam menanggapai perkembangan masyarakat bangsa kita. Ekspresi seperti 
itu, tidak terkecuali dari kalangan kaum Muslimin. Sekalipun semakin banyak 
kalangan Islam menyuarakan bahwa pluralitas adalah bagian dari ajaran agama 
(Islam), dan karena itu mengingkarinya merupakan penolakan terhadap ajaran Islam, 
bahkan merupakan dosa, tetapi masih juga biasa dijumpai dari dalam diri umat Islam 
sikap yang tidak memberi apresiasi yang tepat atau tidak menghargai pluralitas warga 
bangsa kita. Ironisnya, karena sikap yang tidak menghargai pluralitas itu tampak 
dalam aktivitas politik. 
Sebagai contoh, perjuangan untuk memasukkan isi Piagam Jakarta ke dalam 
konstitusi, dalam pandangan saya, bisa merupakan jalan mundur dalam kehidupan 
berbangsa kita. Sebab, jalan keluar yang telah dipilih oleh para pendahulu kita pada 
tahun 1950-an, ketika mereka berdebat menganai dasar negara, dengan menetapkan 
Pancasila sebagai yang kita kenal sekarang, merupakan jalan keluar terbaik, 
setidaknya mereka berhasil merumuskan sesuatu yang mereka sepakati bersama 
untuk keluar dari perdebatan sengit saat itu. Juga dengan berpikir memasukkan isi 
Piagam Jakarta ke konstitusi, bisa berarti kita mengantar diri sebagai bangsa yang 
kembali ke perdebatan tahun 1950-an. Dalam perubahan-perubahan yang sudah 
banyak terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya semakin 
tumbuhnya kesadaran akan kenyataan pluralitas kita sebagai bangsa, saya hanya 
mungkin mau bertoleransi sekiranya ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu tetap 
diperjuangkan untuk masuk ke dalam konstitusi, dengan mengubah ketujuh kata itu 
menjadi “dengan kewajiban melaksanakan syariat agama bagi semua pemeluk agama 
di Indonesia”, sekalipun saya sadar, toleransi saya ini pasti mengandung dan 
mengundang persoalan. Karena itu, adalah lebih baik hal itu kita tinggalkan seraya 
menegaskan, rumusan konstitusi yang menghargai dan menghormati semua agama 
yang dianut rakyat. 
Dari semua uraian yang telah dikemukakan di atas, tampaknya harus 
ditegaskan di sini bahwa kesadaran tentang pluralitas bangsa kita hendaknya tidak 
semata menjadi agenda utama wacana dan program di lingkungan aktivis kegiatan 
antar umat beragama, tapi sama pentingnya dengan itu, juga menjadi agenda utama 
wacana dan program para aktivis politik di tanah air. Di masa depan, agenda tersebut 
tidak lagi memadai kalau hanya ditangani oleh kalangan LSM tertentu dan terbatas. 
Kenyataan dan masalah pluralitas sudah harus berkaitan dengan semua aspek 
kegiatan hidup berbangsa, seperti penegakan supremasi hukum dan HAM, kegiatan 
ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, serta yang lain-lain. Demikianlah kenyataan 
dan masalah pluralitas tersebut harus pula menjadi perhatian utama bagi setiap aktivis 
Muslim di dalam melihat hubungan Islam dengan politik dan kekuasaan. Berangsur-
angsur harus ditumbuhkan dalam kesadaran mereka dan generasi pelanjut mereka 
bahwa tidak ada aspirasi (politik) pihak lain. Hanya dengan bekerja dalam agenda 
demikian, saya percaya kita bisa memasuki suatu era Indonesia baru. 
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POLITIK ISLAM DAN ISLAM POLITIK 
M. Qasim Mathar 
 
Politik Islam dibedakan dari Islam politik. Politik Islam dapat dijelaskan sebagai ilmu 
atau teori politik mengenai Islam. Buku-buku Islam yang berbicara mengenai politik atau 
buku-buku Islam yang berbicara mengenai politik dapat disebut sebagai buku-buku 
mengenai politik Islam. Adapun Islam politik biasa dilekatkan kepada para politisi yang 
berbicara mengenai Islam untuk kepentingan politik(nya). Keduanya kelihatan sama atau 
mirip, tapi sebenarnya berbeda. Pembicaraan mengenai politik Islam dapat diukur dengan 
memakai teori-teori politik yang umum. Sedang Islam politik, mungkin saja tema yang 
dibicarakan adalah hal yang biasa juga dibahas dalam teori politik, namun jika dicermati 
lebih dalam, landasannya sering menyalahi teori politik yang umum dikenal. 
 
Ketika seseorang berbicara mengenai kepala negara Indonesia dalam pandangan Islam – 
apapun pendapatnya tentang seorang kepala negara itu, apakah harus muslim atau boleh 
bukan muslim – maka orang tersebut sedang berbicara dalam konteks politik Islam. 
Tetapi, jika seseorang mengatakan bahwa kepala negara itu harus seorang muslim karena 
negeri ini mayoritas Islam, maka orang itu berbicara dalam konteks Islam politik. Contoh 
yang lain. Jika seseorang berpendapat bahwa presiden Indonesia harus laki-laki atau 
boleh perempuan, dengan memberi argumen keagamaan (Islam), maka orang itu 
berbicara dalam konteks politik Islam. Tetapi, ketika seseorang memakai argumen 
keagamaan tersebut – harus laki-laki atau boleh perempuan – karena argumen tersebut 
menguntungkan kelompok/partainya, maka orang itu berbicara dalam konteks Islam 
politik. Jadi, politik Islam adalah pembicaraan atau penjelasan mengenai masalah politik 
dari perspektif Islam. Sedang, Islam politik adalah orang-orang yang berbicara mengenai 
Islam demi kepentingan politiknya. Dalam sejarah perpolitikan di Tanah Air, dijumpai 
kenyataan parpol dan politisi yang suka mengusung tema politik yang bercorak Islam, 
tapi semata itu adalah bentuk dari Islam politik, bukan politik Islam. 
 
Parpol dan politisi Islam politik biasanya rajin membuat klaim bahwa pikirannya 
mewakili seluruh umat Islam. Dalam teori politik Islam dikenal pendapat mengenai 
Negara Islam dan di dalam Negara Islam, Tuhanlah yang berdaulat (kedaulatan Tuhan). 
Teori politik Islam tersebut biasa dimanfaatkan oleh parpol atau politisi Islam politik, 
misalnya, dengan mengatakan, bahwa Negara Islam dan Kedaulatan Tuhan merupakan 
kehendak luas orang muslim yang mayoritas di negeri ini. Benarkah itu? Itulah Islam 
politik, Islam menjadi barang dagangan politik meski tidak sesuai dengan kenyataan, atau 
bahkan, tidak sejalan dengan teori politik Islam.Islam politik gemar mengusung Islam 
dan mengklaim umat Islam seluruhnya sebagai penganutnya. Padahal, dalam politik, 
umat Islam dipetakan ke berbagai macam aspirasi politik, bukan hanya satu macam saja. 
Umat Islam berpencar ke bermacam-macam parpol sesuai aspirasi politiknya. Umat 
Islam berpencar ke bermacam-macam kelompok partisan. Karena itu, bagaimana corak 
pemerintahan, siapa kepala pemerintahan, siapa wakil kita di legislatif (DPR dan DPD), 
bisa dibicarakan dalam perspektif politik Islam, dalam arti teori-teori politik yang dikenal 
dalam Islam. Akan tetapi, jika saya mengkampanyekan teori-teori politik Islam hanya 
karena teori itu sesuai  dengan kepentingan politik saya, apalagi jika saya adalah calon 
(kandidat), maka sikap itu amat boleh jadi adalah Islam politik, Islam kujadikan barang 
dagangan untuk kepentingan politikku.  Membangun sebuah tatanan kehidupan 
masyarakat sipil Islam   bukan dengan simbolisasi agama (misalnya melalui simbol partai 
Islam), tetapi diperlukan implementasi nilai-nilai Islami yang menjunjung tinggi 
semangat demokrasi, keadilan, kejujuran, kebersamaan, kepedulian, kasih sayang, dan 
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“SELAMAT HARI NATAL, HARI RAYA QURBAN, DAN TAHUN BARU” 
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2006. Ledakan bom di beberapa tempat masih dihubung-hubungkan dengan agama. Di 
sini agama berbau mesiu. Di sini agama berbau amis darah. Di sini agama berarti jiwa 
terancam. Di sini agama bukan persaudaraan, apalagi kedamaian. Tapi permusuhan dan 
teror. Beragama berarti menghitung dan menambah jumlah musuh, jika mungkin, 
membunuhnya. Bom, adakah ia sisi lain dari agama? Suruh saja orang beragama 
menjawabnya, khususnya yang memegang bom di satu tangan dan di tangan satunya ia 
memegang kitab suci.  
 
2006. Organisasi agama hanya mengurus rumah ibadah dan sembahyang di dalamnya, 
membaca kitab suci, berpuasa, beribadah lainnya yang wajib dan sunnatnya. Juga 
mengurus doa dan zikir. Doa-zikir dimassalkan dan sukses kalau air mata mengucur 
secara massal pula. Rumah sekolah dan pendidikan yang baik, itu urusan dinas 
pemerintah. Sama halnya dengan perbaikan jalanan. Sama halnya dengan perbaikan 
angkutan umum. Sama halnya dengan menghidupkan pasar. Sama halnya dengan 
kebersihan lingkungan. Itu semua bukan urusan pokok dari organisasi agama. Sama 
halnya dengan korupsi, itu urusan LSM korupsi (dibaca: LSM pemerhati korupsi). 
Organisasi agama masih membelah dunia kepada dunia agama dan bukan agama. Ya, 
sekuler juga namanya. 
 
2006. Agama masih simbol semata, bukan sikap hidup. Kata “qurban” dalam term al-
Quran berarti mendekatkan diri kepada Allah. Bukan penyembelihan. Allah mengajar 
manusia berbagai cara mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam konteks Nabi Ibrahim a.s., 
perintah penyembelihan manusia, Ismail (putranya), bukan cara mendekatkan diri 
kepada-Nya, tapi hanya “ujian”. Buktinya, penyembelihan itu digagalkan-Nya dengan 
menggantinya dengan biri-biri. Sembelihan hanya simbol, sikap takwa adalah intinya. Al-
Quran menegaskan bahwa “yang sampai kepada-Nya bukan daging dan darah 
sembelihan, tetapi takwamu”. Penyembelihan tidak identik dengan qurban. Bahkan 
sembelihan tapi tidak membawa takwa, apa gunanya? Sedang takwa sarat dengan 
kebajikan-kebajikan sosial. Tak mampu menyembelih kambing atau sapi, atau hanya 
menyembelih seekor ayam atau bebek, lebih baik, asal takwa (kebajikan-kebajikan sosial, 
bukan hanya mengurus agama yang sekuler) tampak dalam hidup seseorang.  
2006. Idul Qurban jatuh pada hari Minggu 31 Desember 2006. Esoknya, Senin 1 Januari 
2007, umat manusia tiba pada Tahun Baru Masehi. Kemarin, Senin 25 Desember, umat 
Kristen atau Nasrani memperingati Hari Maulid/Natal/Kelahiran Nabi Isa al-Masih. Di 
dalam al-Quran ditemukan pernyataan Allah bahwa Dia tak membeda-bedakan antara 
seorang rasul-Nya dan rasul-Nya yang lain. Kitab suci tersebut juga mengajarkan 
manusia menyampaikan “Selamat Hari Natal” pada saat Nabi Isa dilahirkan, dan juga 
menyampaikan “Selamat” saat Isa wafat dan dibangkitkan kelak. 
 
2007. Akankah bau mesiu dan bau amis darah tidak ada lagi pada agama di tahun 2007? 
Akankah pada tahun 2007 agama tidak berwajah sekuler? Akankah di tahun 2007 inti 
agama lebih menjadi sikap hidup ketimbang simbol-simbolnya? Tahun 2007, apakah 
negeri ini sungguh-sungguh adalah negeri kebebasan beragama ditumbuhkan? Tahun 
2007, adakah kemungkinan umat lintas agama merasa sebagai bersaudara dan 
bersesama? Di penghujung 2006, masih ada waktu untuk kita buang sejauh-jauhnya rasa 
permusuhan dan benci di antara kita. Di penghujung 2006, cukup waktu untuk 
menyiapkan diri memasuki tahun baru 2007 dengan semangat persaudaraan dan kasih-
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Sudah dikehendaki oleh Allah sendiri, wahyuNya, yang disampaikan oleh para 
nabi/rasulNya dipahami secara berbeda atau bercorak ragam oleh umat para nabi/rasul di 
dalam perjalanan sejarah masing-masing dari umat tersebut. Demikian pula wahyu Islam 
yang disampaikan oleh nabi Muhammad, di dalam perjalanan sejarah selanjutnya dikenal 
tidak hanya satu corak, tetapi amat banyak corak keislaman umat muslim. Islam moderat, 
radikal, liberal, fundamentalis, modernis, tradisionil, konservatif, Sunni, Syiah, 
Ahmadiyah, dan banyak lagi kategori atau label lainnya yg dilekatkan kepada umat 
Islam, itu semua menunjukkan keanekaragaman corak keislaman tersebut. Yang tidak 
beragam coraknya hanya kepercayaan bahwa Allah itu ada dan esa dan bahwa ada 
kehidupan setelah hidup yang sekarang (akhirat).  
Adapun yang lain yang juga dipandang sebagai keyakinan dasar, seperti shalat, puasa, 
haji, dan beberapa lagi lainnya, baik teori maupun praktiknya tampak bercorak ragam. 
Shalat sebagai ibadah yang setiap hari dilakukan oleh umat muslim sangat mudah dilihat 
corak ragam perbedaan praktiknya antara seorang/kelompok muslim dan 
seorang/kelompok muslim lainnya. Perbedaan corak ragam keislaman itu sampai terbawa 
juga ke ranah politik. Islam itu substantif, bukan simbolik. Karena itu ada politisi 
muslim membangun partai berasas Islam, ada juga tidak. Partai berasas Islam berjuang 
menjadikan Islam sebagai dasar negara, misalnya partai Masyumi dulu. Atau, berjuang 
menegakkan syariat Islam, seperti partai-partai Islam sekarang. Sementara politisi 
muslim pada partai yang tidak berasas Islam berjuang untuk Islam dengan cara yang 
berbeda dari cara saudara-saudaranya di partai Islam. Jilbab bagi perempuan (muslimah), 
misalnya, sering dijadikan sebagai issu/wacana politik oleh politisi partai berasas Islam, 
seperti PKS. Sementara politisi muslim yang lain melihat hal itu sebagai issu/wacana di 
ranah pendidikan dan budaya. Atau, bahkan sesuatu yang tidak wajib. Baru-baru ini PKS 
ditegur oleh Partai Demokrat (PD) karena sering menghimbau agar isteri SBY dan 
Boediyono memakai jilbab. Teguran itu disambut baik oleh presiden PKS, Tifatul 
Sembiring, untuk melarang kader PKS yang suka mewacanakan masalah jilbab isteri 
capres/cawapres itu. Artinya teguran atas corak islam PKS diterima oleh PKS. Tetapi 
berapa lamakah PKS bisa menerima kalau corak Islam yang diserukannya akan sering 
diinterupsi oleh PD dimasa akan datang? Karena itu, pada hemat saya, sejak PKS suka 
mengancam PD sampai akhirnya mau menerima Boediyono sebagai cawapres SBY, 
ancaman-ancaman PKS itu membuat saya di dalam hati berharap semoga PKS benar-
benar keluar dari berkoalisi dengan PD, lalu membangun poros capres-cawapres 
tersendiri. Kenyataannya PKS luluh di depan sby (PD) dalam soal Boediyono dan cair 
dalam soal jilbab. PKS akan tetap dalam koalisi tersebut selama ia siap untuk luluh dan 
cair. Tapi bisakah? Bisa, asal PKS berprinsip selain Allah dan akhirat, semuanya boleh 
bercorak ragam syariatnya, contohnya jilbab tadi. Tdk bisa, kalau PKS memandang 
syariat pun harus seragam. Namun, mengenal PKS yang sekarang, lebih baik PKS keluar 
sebelum dikeluarkan dari koalisi. Sekarang saja umat PKS semakin banyak ke JK-
Wiranto ketimbang mematuhi garis partai yang berkoalisi ke SBY-Boediyono. 
Ringkasnya, PKS dengan corak Islamnya yang berbeda dengan yang lain, lebih baik 
membangun poros politik sesuai corak tersebut, ketimbang berjuang untuk 
menyatuseragamkan keislaman umat. Tidak salah, bahkan adalah benarsebuah ideologi 
(keagamaan) di masa depan menang pemilu dan menguasai parlemen secara 
konstitusional. 
JENDELA LANGIT 
“Fajar” 4 April 05 
SHALAT GAIB  
UNTUK PAUS JOHANNES PAULUS II 
M. Qasim Mathar 
Hari-hari pada pekan yang lalu, perhatian manusia sejagat disita oleh penantian mengenai 
kabar perkembangan kondisi kesehatan Pemimpin Umat Katholik se-Dunia, Paus 
Johannes Paulus II yang terbaring di kediamannya di Vatikan. Setelah semua media dan 
jaringan informasi dunia mengabarkan kematian Paus, hari Minggu dini hari tanggal 3 
April 2005, saya membuka kitab suci al-Qur’an dan membaca kembali beberapa ayatnya 
yang memungkinkan saya memberi apresiasi tertentu terhadap kematian Pemimpin 
Rohani umat manusia tersebut. Ayat-ayat al-Qur’an tersebut di antaranya saya nukilkan 
terjemahnya sebagai berikut: 
“… Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-
orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini adalah 
orang Nasrani!” Yang demikian itu disebabkan karena di kalangan mereka (kaum 
Nasrani) itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan karena sesungguhnya mereka 
tidak menyombongkan diri” (surah al-Maidah/5: 82). 
“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka 
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga 
bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, mereka menyuruh kepada 
yang makruf dan mencegah yang mungkar serta bersegera kepada kebajikan-kebajikan; 
mereka itu termasuk orang-orang yang saleh (baik)” (surah Ali Imran/3: 113-114).  
Bagi kaum Muslimin yang mengenal siapa Paus Johannes Paulus II akan merasa bahwa 
yang dimaksud oleh ayat-ayat al-Qur’an adalah orang seperti Paus Johannes Paulus II. 
Persaudaraan sesama umat manusia tidak memiliki sekat-sekat etnis, budaya, agama, dan 
ideologi. Persaudaraan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. pada 
saat seorang jenazah diusung serombongan orang yang lewat di depan Nabi, lalu Nabi 
saw. berdiri dari duduknya sebagai tanda memberi hormat meski sahabat beliau 
memberitahu bahwa jenazah yang diusung itu adalah jenazah seorang Yahudi.  
Sewaktu masih remaja, saya pernah mendengar cerita tentang shalat jenazah yang 
menghebohkan yang diimami oleh DR. S. Madjidi (alm.). Ulama tarjih Muhammadiyah 
tersebut melakukan tujuh kali takbir ketika memimpin shalat untuk jenazah Ketua Konsul 
Muhammadiyah Sulsel, H. Quraisj Djailani, di Makassar. Takbir pada shalat jenazah 
yang umum hanya dengan empat kali takbir. Prof. Abdurrahman Sjihab (alm.), mantan 
Rektor IAIN Alauddin, karena ditanya mengenai 7 x takbir yang menghebohkan itu, 
menjelaskan bahwa dia menemukan dalam literatur bahwa Nabi Muhammad saw. pernah 
melakukan hal serupa ketika menyembahyangkan jenazah seorang pemuka suku Arab 
yang dihormati. Rupanya, DR. S. Madjidi beranalogi dan sekaligus berijtihad 
berdasarkan praktek shalat Nabi itu untuk jenazah Konsul Muhammadiyah tersebut. 
Jabatan Konsul Muhammadiyah dipandang sebagai jabatan terhormat.   
Dalam sejarah studi saya, saya pernah mendapatkan informasi bahwa ada riwayat bahwa 
ketika Nabi Muhammad saw. mendapat berita tentang wafatnya Raja Negus yang 
beragama Kristen, Nabi lalu melakukan shalat gaib di Madinah untuk Raja Kristen 
tersebut, yang sewaktu hidupnya pernah beberapa kali berbuat kebajikan dengan 
menampung dan memberi suaka kepada kaum Muslimin yang berhijrah ke Habsyah 
(Ethiopia), sebelum Nabi hijrah ke Madinah, karena tekanan kaum kafir Mekah. 
Ketika seorang Paus Johannes Paulus II dengan semua kehormatan dan kebesaran pada 
dirinya menentang gagasan untuk melegalkan aborsi, menolak perkawinan sesama jenis 
kelamin, bersuara lantang melawan kekerasan dan perang dijadikan sebagai jalan 
menyelesaikan sengketa, setelah sembuh dari luka tembakan di tubuhnya beliau 
mendatangi penembaknya seorang fanatik yang membencinya untuk memaafkan si 
penembak, dan berbagai kegiatan beliau yang tidak hanya mengurusi umat Katholik, dan 
karenanya, beliau dipandang sebagai Pemimpin Rohani umat manusia di zaman ini; 
Ketika semua itu menjadi sikap, pandangan, seruan, dan aktivitas Paus, maka bagi saya, 
Paus telah menyuarakan bagian-bagian penting dari pernyataan al-Qur’an kepada umat 
manusia. 
Maka, ketika Pemimpin Rohani itu dinyatakan telah wafat, aku merasa memberi sesuatu 
yang pantas yang aku mampu berikan, yaitu berdiri melakukan shalat gaib untuk Paus, di 
rumahku.     
 
   
JENDELA LANGIT 
“Fajar” 7 Feb.2006 
TERBUKTI LAGI, UMAT ISLAM IDENTIK DENGAN KEKERASAN 
M. Qasim Mathar 
Terorisme dalam bentuk sikap dan tindakan sudah sering dilekatkan kepada umat Islam. 
Pemberian label kepada umat sebagai teroris, dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi 
korban tindakan teror yang dilakukan oleh umat Islam. Sementara itu, di dalam kalangan 
Islam sendiri muncul pembelaan dan penjelasan yang bertubi-tubi bahwa agama Islam 
tidak mengajarkan terorisme, Islam tidak menyetujui kekerasan dipakai untuk 
menyelesaikan masalah. Meskipun demikian, pembelaan dan penjelasan tersebut selalu 
saja dinafikan oleh kenyataan-kenyataan terorisme yang pelakunya oleh orang-orang 
yang  beragama Islam. Pelaku-pelaku perbuatan teror dan kekerasan yang tertangkap, 
memang pada umumnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Bahkan di antara 
mereka yang tertangkap dengan bangga mengatakan kepada pers yang mewawancarainya 
bahwa Islamlah yang menyuruh perbuatan yang mereka lakukan tersebut.  
Adalah sering dijelaskan bahwa arus utama kaum muslimin, khususnya di Tanah Air, 
adalah mereka yang tidak menyetujui terorisme dan tindak kekerasan sebagai pilihan 
untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja, ketika muncul berita-berita kekerasan yang 
pelakunya adalah mereka yang beragama Islam, haruskah diragukan penjelasan bahwa 
faham keagamaan arus utama kaum muslimin tidak menyukai terorisme dan kekerasan? 
Ada kegamangan umat bangsa di antara penjelasan-penjelasan tersebut dan kenyataan-
kenyataan yang diberitakan. Ketika pemimpin dan pemuka umat Islam mencoba 
meyakinkan segenap warga masyarakat bahwa Islam adalah agama yang sejuk dan tidak 
menyukai cara-cara kekerasan dan pemaksaan, dan bahwa Islam adalah agama rahmat, 
tiba-tiba muncul berita di berbagai media, bahwa segerombolan umat Islam menyerang 
rumah ibadah umat agama nonmuslim. Ketika para pemimpin dan pemuka Islam tetap 
mencoba meyakinkan bahwa Islam adalah agama yang menawarkan rahmat bagi segenap 
penghuni alam, pada saat yang sama segerombolan umat Islam menyerang dan mengusir 
jamaah Ahmadiyah dari kompleks pemukiman mereka, meski mereka sejak dulu 
mengaku beragama Islam, memegangi kitab suci al-Quran, dan beribadah seperti umat 
Islam lainnya beribadah. 
Siapa yang menafikan kalau Dr. Azahari, teroris yang tewas, dan Nordin M.Top, teroris 
yang masih buron, itu adalah orang Islam. Ketika Azahari sudah tewas, tumbuh harapan 
bahwa umat Islam akan semakin belajar dari kenyataan-kenyataan buruk di sekitar diri 
mereka yang diidentikkan dengan kekerasan. Sementara harapan itu memang semakin 
tumbuh di kalangan umat Islam, tiba-tiba sebuah berita dari Lombok Timur menodai 
harapan tadi. Segerombolan orang, diduga kuat beragama Islam, menyerang, merusak, 
dan membakar rumah tempat tinggal jamaah Ahmadiyah di kota tersebut. Orang-orang 
Ahmadiyah diusir dari tanah milik mereka sendiri. Mungkin juga orang-orang 
Ahmadiyah itu adalah orang asli di situ. Perbuatan yang sangat primitif tersebut tidak 
masuk diakal dilakukan oleh pemeluk agama yang sering dinyatakan sebagai agama yang 
sejuk dan memberi rahmat kepada semua makhluk. Peristiwa Lombok untuk yang 
kesekian kalinya menjadi bukti bahwa umat Islam identik dengan kekerasan. Tidak perlu 
ada pembelaan bahwa harus dibedakan antara umat dan agama itu sendiri. Sebab, dengan 
mudah orang mengatakan, agama dianut agar sikap dan perilaku si penganut sesuai 
dengan ajaran agama itu sendiri. Kalau sikap dan perilaku si penganut agama (Islam) 
tidak sesuai, apalagi berlawanan dengan, ajaran agama (Islam), bolehkah kita 
mengatakan bahwa si penganut yang demikian pada hakikatnya tidak beragama (Islam)? 
Pertanyaan itulah yang mengganggu pikiran anak-anak saya ketika menonton berita 
Peristiwa Lombok itu. Ada di antara anak-anak itu berkata: “Para penyerang itu tidak 
memberi teladan sikap dan perbuatan seorang muslim”, saat melihat tayangan orang-
orang bertindak brutal, amat primitif, dan jauh dari nuansa religius pada Peristiwa 
Lombok tersebut.   Saat ini diperlukan upaya preventif untuk membangun kesadaran 
teologis. Dalam sebuah seminar saya berkata: ”Tidak usah merisaukan generasi yang 
sedang berkonflik sekarang. Bangun saja TK yang didalamnya ditanamkan dan dirawat 
rasa kasih sayang terhadap dirinya, keluarga dan orang lain, sehingga suatu saat ketika 
mereka dewasa dan memasuki usia siap berkonflik, kasih sayang dan kebersamaan yang 
terawat itu membimbing mereka dalam hidup bersama dengan orang lain yang berbeda. 
JENDELA LANGIT 
“Fajar” 31 Mei 2005 
UMAT BERAGAMA BANGKITLAH BERSAMA 
M. Qasim Mathar 
Mengikuti berita dari berbagai media mengenai bom yang meledak di Tentena pada hari Sabtu yang lalu, pada 
umumnya orang-orang menjadi amat sedih dan marah. Sangat mungkin kita termasuk mereka yang amat sedih dan 
marah. Amat sedih karena melihat akibat penderitaan yang dialami orang-orang yang menjadi korban, yang mati 
dan terluka, karena bom tersebut. Kita amat marah kepada pelaku bom yang tak nemiliki rasa kemanusiaan walau 
secuil, karena pelaku tentu sadar apa dan bagaimana akibat bom yang diledakkan di kawasan pasar yang sedang 
ramai dikunjungi manusia, sekali lagi manusia, bukan hewan. Seseorang yang berperikemanusiaan, bukan saja 
terhadap manusia, bahkan juga terhadap seekor hewan pun, akan dia perhitungkan akibat dari tindakannya. 
Pelaku, kalaupun kelak dapat ditangkap, bisa menyatakan berbagai alasan yang mendasari perbuatannya itu. Di 
antara alasan itu ialah, bahwa pelaku merasa kecewa terhadap sesuatu hal. Akan tetapi, bolehkah karena 
kekecewaan itu, lalu seseorang dibenarkan meledakkan bom yang membunuh dan membuat penderitaan orang-
orang yang tidak tahu menahu atau terkait dengan kekecewaan tersebut? Hanya makhluk yang memiliki sifat 
kebinatangan (liar, buas, dan tak bertanggung jawab) yang akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan 
“iya” atau “boleh”. 
Pelaku masih mungkin mengemukakan alasan-alasan lainnya. Namun, pertanyaannya sama: bolehkah dengan 
alasan-alasan tersebut, seseorang dibenarkan membunuh dan membuat pihak lain merasakan penderitaan yang luar 
biasa? Pikiran sehat kita pasti tidak membenarkan perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa dan penderitaan bagi 
pihak lain, apapun alasannya. Jadi, hanya makhluk yang tidak sehat pikirannya yang membenarkan bom di Tentena 
baru-baru ini. Dengan demikian, kalau persoalan Pilkada yang menjadi latar belakang bom di Tentena, pastikan 
saja calon kepala daerah dan gerombolan (tim sukses)nya itu, tidak berakal sehat.            
Akan menjadi kejutan sekiranya pelaku yang ditangkap kelak, ternyata adalah anggota keluarga, kawan, atau orang 
yang sangat dekat dengan kita. “Kenapa bisa?” “Kok, kamu?” Kira-kira begitu pertanyaan yang muncul pada diri 
kita setelah tahu pelaku adalah keluarga, kawan, atau orang yang dekat dengan kita dan kita kenal. Akan tetapi, 
bukan suatu kejutan sekiranya saya sudah tahu, kenal, dekat, atau berkawan dengan pelaku. Baru akan menjadi 
kejutan bagiku, kalau pelaku tersebut tertangkap.  
Berbeda dengan banyak bom lainnya, kali ini bom tidak di wilayah rumah ibadah dan di tengah umat yang sedang 
melakukan ibadah. Hanya saja, karena Tentena yang berpenduduk mayoritas Kristen, sebelumnya sudah didera 
beberapa konflik sosial bercorak agama, maka tetap ada soal: adakah bom kali ini akan mengusik rasa keagamaan 
warga?  “Semoga tidak dan jangan!”, segera hatiku berbisik dan berdoa. 
Minggu yang lalu, presiden kita melakukan kampanye di negerinya presiden Bush. Presiden antara lain 
mengatakan bahwa Indonesia sekarang bukan Indonesia se[erti beberapa waktu yang lalu. Indonesia sekarang 
adalah Indonesia baru yang damai dan aman, dan seterusnya. Kampanye itu dilakukan presiden sementara di 
Ambon berulang lagi kekacauan. Dan, bom di Tentena sepertinya mengatakan bahwa presiden kita jual “kecap” di 
luar negeri. 
Kerusuhan di Ambon, dan kini, di Tentena, bagi umat lintas agama sebaiknya belajar dari peristiwa-peristiwa 
serupa sebelumnya. Yaitu, selalu ada tendensi melestarikan kerusuhan itu atas nama agama. Sebabnya, ada dua. 
Dengan membakar emosi keagamaan kerusuhan tidak mudah dipadamkan, bahkan semakin marak. Yang kedua, 
karena semakin marak, kelompok yang sesungguhnya berada di belakang kerusuhan itu akan mengambil 
keuntungan politik maupun ekonomi/materi. 
Ada baiknya umat semua agama, khususnya umat Islam dan Nasrani, menegaskan diri masing-masing untuk tidak 
akan pernah terperosok ke lubang yang sama. Yaitu termakan oleh provokasi yang mengaitkan bom Tentena 
dengan rasa keagamaan. Rasa keagamaan yang paling pantas kita tunjukkan pada bom di Tentena, yaitu rasa duka 
cita sedalam-dalamnya atas korban mati dan menderita yang diderita Saudara-Saudara kita yang beragama Kristens 
di sana; demikian juga sekiranya yang jadi korban adalah umat Islam. Umat beragama bangkitlah bersama untuk 
belajar dari pengalaman pahit kita bersama di negeri ini! Jangan terperosok ke lubang yang sama yang digali oleh 
pelaku yang pasti salah memahami agama kalau ia beragama, atau memang tidak menganut nilai agama. 
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AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN: 
RENUNGAN AKHIR TAHUN 
M. Qasim Mathar 
 
Setiap agama mengajarkan setidaknya tiga hal pokok atau ajaran dasar. Yang pertama 
ialah kepercayaan terhadap Tuhan, Zat Yang Luhur, Sang Pencipta. Yang kedua ialah 
kepercayaan terhadap adanya kehidupan setelah kematian sebagai kelanjutan dan tempat 
menerima hasil hidup sekarang. Yang ketiga ialah berbuat kebaikan-kebaikan selama 
masa hidup sekarang (di dunia). Adapun ajaran-ajaran agama yang sangat banyak yang 
lainnya merupakan cabang dari ketiga ajaran pokok tersebut. Di dalam Islam dikenal 
kepercayaan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, dan para rasul/nabi Allah. 
Dapat dikatakan bahwa kepercayaan kepada ketiga hal yang disebut akhir merupakan 
cabang atau konsekwensi dari kepercayaan kepada ketiga ajaran dasar yang disebutkan 
pertama. Jika seseorang percaya kepada Allah, maka tentu dia percaya pula kepada 
firman-Nya (kitab-Nya), para rasul-Nya (yang menyampaikan firman Allah), dan para 
malaikat-Nya (sebagai mediator di dalam penyampaian firman Allah kepada rasul/nabi-
Nya). 
 
Semua agama yang dikenal oleh manusia sama dalam ketiga ajaran dasar yang paling 
pokok tersebut. Adapun penafsiran (pemahaman) terhadap ketiga ajaran dasar tersebut 
berkembang sesuai tingkat kecerdasan manusia dan dipengaruhi oleh perkembangan yang 
dialami manusia pada setiap waktu dan tempat. Misalnya, wacana tentang Allah di masa 
seorang rasul/nabi masih ada di tengah manusia, tidak sedinamis dan sesering dengan 
wacana tersebut pada manusia beragama di zaman sekarang. Penjelasannya sederhana. 
Karena ada rasul/nabi di tengah manusia, maka penjelasan rasul/nabi atas pertanyaan 
mengenai Allah (Tuhan), dapat memuaskan si penanya. Para rasul/nabi tentu adalah 
manusia yang paling baik dan benar penjelasannya mengenai agama yang dibawanya. 
Sayangnya, tidak semua firman Allah yang dibawa seorang rasul/nabi dijelaskannya 
dengan tuntas kepada umatnya. Khusus firman Allah dalam al-Quran, mungkin masih 
lebih banyak ayat-ayat al-Quran yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad dibanding 
yang dijelaskannya. Penjelasannya juga sederhana. Karena pada zaman itu, ayat-ayat itu 
tidak dipersoalkan umat. Sehingga, ayat-ayat itu terdokumen saja sampai zaman 
sekarang. Dan, di zaman sekarang baru menjadi wacana umat. 
 
Di masa sekarang ada berbagai macam organisasi keagamaan yang di antara kegiatannya 
adalah menjelaskan agama kepada umat manusia. Selain itu, ada individu-individu yang 
juga bergiat melakukan penjelasan tentang agama. Jadi, setelah para rasul/nabi itu sudah 
tiada di tengah manusia, fungsi kerasulan dan kenabian diambil alih oleh organisasi 
keagamaan dan individu-individu tersebut. Penjelasan tentang agama yang diberikan oleh 
organisasi keagamaan dan individu bisa berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat 
kualitas dan validitas/kesahehan masing-masing. Makin tinggi tingkat kualitas dan 
kesahehan dari suatu organisasi keagamaan dan individu, maka makin bagus juga 
penjelasannya tentang agama. Demikian sebaliknya. 
 
Agama-agama yang ada di zaman sekarang sudah melalui proses panjang dalam 
sejarahnya masing-masing dan sepanjang itu pula agama-agama tersebut diberi 
penjelasan oleh umat penganutnya, lewat organisasi keagamaan dan individu. Dari satu 
sisi, agama-agama sudah memiliki kekayaan penjelasan (tafsir). Dari sisi yang lain, 
kekayaan penjelasan (tafsir) agama tersebut bisa saja lapuk dan kropos dimakan zaman. 
Lapuk dan kropos karena agama kehilangan pesan dan semangat ketuhanan, keakhiratan, 
dan berbuat kebajikan-kebajikan, yang merupakan ajaran dasar setiap agama. 
Selanjutnya, organisasi keagamaan dan individu juga ikut lapuk dan kropos. Salahkah 
jika lantas ada orang atau sekelompok orang membangun cara keberagamaan yang 
dipandangnya mampu merawat ketiga ajaran dasar agama tersebut, tanpa mau ikut pada 




“Fajar” 19 Juli 2005 
AHMADIYAH 
SEBUAH RANTING PADA POHON ISLAM 
M. Qasim Mathar 
Di dalam al-Qur`an terdapat larangan mencela sesembahan orang lain. Jangan sampai 
celaan terhadap sesembahan orang lain menjadi bumerang, orang lain tersebut balik 
mencela Allah, Tuhan yang disembah oleh si pencela. Sesembahan yang dimaksud di sini 
adalah sesembahan di luar sesembahan Islam. Maka, menjadi aneh gerombolan massa 
yang menyerbu Jemaah Ahmadiyah di kompleksnya, Mubarak, Jalan Raya Parung, 
Pondok Udik, Bogor, beberapa waktu belum lama ini. Di televisi, ditayangkan umat yang 
menyerang dan memaksa agar anggota Jemaah Ahmadiyah meninggalkan lokasi tersebut. 
Jemaah Ahmadiyah adalah sekelompok umat yang menyembah Allah dan mengakui Nabi 
Muhammad sebagai nabi mereka dan nabi yang terakhir. Seperti yang disaksikan melalui 
media, sekelompok umat yang menyembah Allah menyerbu dan mengusir sekelompok 
umat lainnya yang juga menyembah Allah. Berdasarkan pernyataan al-Qur`an yang 
dinukilkan tadi, akankah Jemaah Ahmadiyah balik mencela Allah-nya orang-orang yang 
menyerbu mereka? Saya yakin, tidak! 
Kitab suci al-Qur`an juga menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau hanya 
sekedar seorang pemberi peringatan, bukan seorang pemaksa kehendak. Perlakuan yang 
diterima oleh Jemaah Ahmadiyah itu menunjukkan sikap dan tindakan yang memaksakan 
kehendak yang dilakukan oleh sekelompok umat. Sewaktu saya menyaksikan di tv 
wajah-wajah sangar dan galak dari orang-orang yang menyerbu umat Ahmadiyah, saya 
yakin, saya tidak menyaksikan wajah dan air muka Nabi Muhammad yang banyak 
dilukiskan di dalam buku-buku sejarah dan buku Barazanji. Apa yang saya amati di tv 
adalah kebalikan dari yang saya baca dari buku-buku tersebut.   
Sekiranya kamu bersikap keras dan kasar terhadap mereka (manusia), niscaya manusia 
akan pergi manjauhimu, begitu al-Qur`an lagi berbicara kepada penganutnya. Tapi, 
dalam kasus Ahmadiyah, sekelompok umat pemegang al-Qur`an, bukan hanya bersikap 
keras dan kasar, namun justeru mereka mengusir manusia (warga Ahmadiyah) dari 
tempat tinggalnya. Ada kontradiksi antara al-Qur`an yang di tangan dan tongkat/kayu 
pengusir di tangan yang satunya. 
Kalau bukan karena rahmat Allah, maka akan dirubuhkanlah rumah-rumah ibadah yang 
bermacam-macam di bumi ini, oleh manusia dengan ankara murkanya. Untunglah ada 
rahmat Allah. Sebab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tempat segala macam umat 
mengadukan diri dan mengharap pengayomannya sudah seringkali tidak memiliki rahmat 
lagi. Contohnya, MUI setempat merespons pemaksaan umat penyerbu agar Jemaah 
Ahmadiyah dibubarkan, dengan fatwanya bahwa Ahmadiyah menebarkan ajaran 
terlarang. Saya yakin, tentu menarik untuk didiskusikan, yang mana yang dilarang oleh 
Islam: ajaran Ahmadiyah atau sikap dan fatwa MUI? Diskusi tersebut masih dilanjutkan 
dengan tema: siapa yang harus menentukan keberagamaan seseorang atau kelompok? 
Diskusi tersebut tentu menarik, karena al-Qur`an terkenal dengan pernyataannya bahwa 
“tidak ada paksaan dalam beragama” dan bahwa “siapa yang mau, silahkan beriman dan 
siapa yang mau, silahkan kafir!” 
Maka, ketika seorang karibku bertanya siapa Ahmadiyah itu; aku menjawabnya dengan 
mengatakan: “Seperti Front Pembela Islam, seperti Muhammadiyah, seperti NU, seperti 
Hizbut Tahrir, seperti Ijabi (Syi`ah), dan seperti kita semua yang mungkin berbeda 
mazhab pemikiran, yang ibarat ranting-ranting dari sebuah pohon, maka, …. Ahmadiyah 
adalah salahsatu ranting dari banyak ranting dari sebuah pohon yang bernama Islam!” 
        
Jendela langit 3 Maret 2016 
ANGKER, WAJAH LAIN MUSLIM INDONESIA 
M. Qasim Mathar 
 
Kenapa Muhammadiyah dulu pada awalnya dikenal sebagai organisasi kaum pembaruan 
dan kini, setelah menempuh perjalanan di dalam sejarah Indonesia, bergeser tidak lagi 
sebagai organisasi pembaruan, tetapi berkecenderungan menjadi organisasi kaum yang 
anti pembaruan? Dalam lingkup lebih luas, pertanyaan tersebut bisa diubah menjadi, 
kenapa kaum muslimin Indonesia yang dulu dikenal memiliki kemampuan untuk 
berdampingan secara damai dengan kaum beragama yang berbeda di Indonesia, ternyata 
kemampuan tersebut pada masa kini sepertinya pudar? 
 
Kenapa umat NU (Nahdlatul Ulama) yang dulu dikenal sebagai organisasi kaum 
konservatif-tradisionil (sulit menerima perubahan dan cenderung menolak pembaruan), 
ternyata kini dari dalam rahimnya lahir umat JIL (Jaringan Islam Liberal) yang justeru 
tidak sama lagi dengan NU? Kenapa NU yang kolot itu, di masa sekarang justeru 
menunjukkan kemampuan untuk memahami iklim pembaruan keagamaan ketimbang 
Muhammadiyah? Kenapa pemikiran keagamaan, bahkan sampai kepada yang paling 
krusial dan kontroversial, lahir dan dicetuskan oleh banyak orang-orang yang berlatar 
belakang NU? Kenapa gerakan pemikiran keagamaan seolah-olah mandeg di lingkungan 
Muhammadiyah? 
 
Keterangan seorang kawan pakar ilmu sosial (keagamaan) mungkin bisa menjelaskan 
sebagian hal yang dipersoalkan di atas. Menurut kawan tersebut, jika buku Azyumardi 
Azra tentang jaringan ulama di Nusantara dibaca, akan dimengerti bahwa akar pengaruh 
pemikiran keagamaan terhadap Muhammadiyah dulu bukan dari Arab Saudi, tetapi dari 
Mesir. Mesir, khususnya dalam lingkungan Universitas al-Azhar, iklim perbedaan 
pemikiran keagamaan sudah biasa. Sedang di Arab Saudi, terutama setelah negeri itu di 
bawah pengaruh paham Wahabiyah, iklim perbedaan bukan sesuatu yang lumrah. Alumni 
al-Azhar Mesir, bercorak ragam arus pemikiran keagamaannya. Corak ragam arus 
pemikiran keagamaan seperti itu, sulit dijumpai pada alumni dari Arab Saudi. Kawan itu 
mungkin mau berkata bahwa persentuhan Muhammadiyah dengan arus dan corak 
keagamaan (alumni) Arab Saudi, menghilangkan “greget” Muhammadiyah sebagai 
organisasi pembaruan. Sementara “greget” pembaruan itu semakin kelihatan di tubuh 
NU, karena selain banyak anak-anak NU yang pulang belajar dari Mesir, generasi muda 
NU itu juga tidak kurang mengenyam ilmu dari dunia Barat. 
 
Keterangan ringkas di atas masih bisa dipersoalkan. Namun, keterangan tersebut sedikit 
banyak bisa dipakai untuk menjelaskan, kenapa dulu kaum muslimin Indonesia mampu 
hidup berdampingan dengan umat beda agama? Sementara sekarang, bukan saja dengan 
umat beda agama, tapi hidup damai dengan umat satu agama pun, sebagian kaum 
muslimin kehilangan kemampuannya. 
 
Beberapa hari yang lalu saya mengikuti berita media cetak dan elektronik mengenai 
pernyataan Bakor Pakem tentang larangan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pada hari yang 
sama, saya menyaksikan siaran TV internasional Ahmadiyah yang menayangkan 
Khalifah Ahmadiyah, Masroor Ahmad, sedang menyampaikan Islam di tengah ratusan 
kalau tidak ribuan warga Ghana Afrika. Hati kecil saya berbisik, di sana Ahmadiyah 
bekerja keras menyampaikan Islam, di sini Ahmadiyah dinyatakan bukan Islam. Wajah 
angker (menakutkan/menyeramkan) tampak pada sebagian muslim Indonesia. Wajah 
angker itu adalah wajah muslim. Wajah angker itu, meski bertopeng agar tidak anarkis 
terhadap Ahmadiyah, juga terlihat pada wajah ulama yang ada di MUI. Jika orang yang 
mengaku Islam (Ahmadiyah) dipaksa untuk jangan mengakui keislamannya, bagaimana 
pula wajah angker terhadap yang berani mengatakan, “kami bukan muslim!?” Dari mana 
akar wajah angker itu? 
 
Di sini saya berdoa, “ya, Allah, janganlah kesulitan hidup bangsa ini mendorong 
Presidennya juga berwajah angker terhadap ekspresi keyakinan sekelompok warganya! 
Amin!”      
 
Jendela langit 5 februari 2013 
BERBEDA KEYAKINAN BUKANLAH KEJAHATAN 
M. Qasim Mathar 
 
Reformasi membuka ruang yang semakin luas bagi segenap warga untuk menyatakan 
pikiran atau pendapatnya. Semakin banyak orang dan kalangan (kelompok) yang merasa 
merdeka mengekspresikan diri. Kini, semakin jelas bahwa di antara kita ada persamaan 
dan juga perbedaan. Tidak seperti pada era sebelumnya, era Orde Baru (Orba), semuanya 
tampak seragam atau diseragamkan. Dengan demikian, reformasi menunjukkan iklim 
lebih jujur. Yakni, orang menyatakan diri, secara merdeka dan tanpa rasa ragu dan takut,  
siapa dia sesungguhnya. Itu pula sebabnya saya tidak sependapat dengan orang yang 
membela dan bernostalgia dengan masa Orba, dengan menyebut kebaikan-kebaikan 
Orba. Karena ada sesuatu yang tidak ternilai harganya, yang tidak terdapat pada masa 
Orba, yaitu kemerdekaan dan kebebasan mengekspresikan diri tersebut. Silahkan 
semuanya bisa dikerangkeng. Asal bukan kemerdekaan dan kebebasan tersebut. 
 
Tentu kemerdekaan dan kebebasan yang dimaksud adalah kemerdekaan dan kebebasan 
yang taat pada asas-asasnya. Misalnya, bahwa kebebasan itu dilakukan di dalam 
kesadaran bahwa kebebasan serupa dimiliki juga oleh orang atau pihak lain. Atau, bahwa 
kebebasan yang dinyatakan tidak menindas kebebasan orang atau pihak lain. Juga, bahwa 
kebebasan dinyatakan secara beradab. Asas-asas kebebasan seperti itulah yang 
mendorong orang atau bangsa yang memilikinya berkembang menjadi orang atau bangsa 
yang maju dan beradab. Sedang yang mengekspresikan kebebasan tanpa mengindahkan 
asas-asasnya tidak menjadikannya menjadi maju. Bahkan, bisa menjatuhkannya ke 
kondisi kebiadaban atau tidak berbudaya. 
 
Alhamdulillah, di bidang kehidupan beragama, reformasi membuka ruang bagi siapa saja 
untuk menyatakan corak keberagamaan atau keyakinannya. Dengan reformasi, kita 
melihat orang atau kelompok menyatakan keyakinannya secara terbuka dan jujur, tanpa 
rasa takut. Pernyataan secara terbuka dan jujur tersebut sangatlah positif, karena kita bisa 
mengetahui secara persis apa adanya keyakinan agama seseorang atau kelompok tersebut. 
Sehingga, kita pun bisa menentukan cara yang baik bagaimana berhubungan dengan 
orang atau kelompok yang demikian.Tidak seperti pada masa Orba, corak keyakinan 
orang atau kelompok seperti tidak berbeda dengan yang lain. Tapi, semua itu palsu, 
karena orang atau kelompok menyembunyikan siapa dirinya yang sesungguhnya. 
 
Sayang sekali ada orang atau pihak yang tidak mensyukuri iklim reformasi yang baik 
tersebut. Orang atau pihak tersebut memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh era 
reformasi, tetapi mengabaikan asas-asasnya. Ia atau mereka bebas menyatakan tidak 
setuju terhadap pihak lain. Namun, ketidaksetujuannya mengambil wujud menindas 
kebebasan pihak lain. Bukan hanya itu, cara yang ditempuh untuk menyatakan tidak 
setuju terhadap keyakinan pihak lain ialah berbentuk main hakim sendiri dan anarkhis. 
Itulah yang kita saksikan sejak penderitaan yang dialami Jemaah Ahmadiyah di berbagai 
kota di Tanah Air sampai penderitaan penganut paham Naqsyabandiyah di Bontobahari, 
Bulukumba baru-baru ini. 
 
Berbeda keyakinan agama bukanlah suatu kejahatan. Anda berkeyakinan X dan saya 
berkeyakinan Y, yang lain berkeyakinan Z, maka XYZ belum tentu merupakan 
kejahatan. XYZ boleh jadi masing-masing merupakan kepingan-kepingan kebenaran 
yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda. Yang jahat dan merupakan kejahatan ialah 
perbuatan tidak berakhlak (biadab) di dalam bereaksi terhadap keyakinan yang berbeda. 
Membela keyakinan dengan cara kehilangan akhlak, itu juga menjadi gejala di era 
sekarang. Lucu?! 
Jendela  langit  5  juni  2015  
POKOK-­POKOK  AGAMA  DAN  UMAT  ISLAM  
M.  Qasim  Mathar  
  
"KH.  Hasyim  Muzadi,  Presiden  WCRP  (World  Conference  on  Religions  for  Peace)  &  Sekjen  ICIS  (International  Conference  for  
Islamic  Scholars)  &  Mantan  Ketum  PBNU    tentang  tuduhan  INTOLERANSI  agama  di  Indonesia  oleh  Sidang  PBB  di  Jeneva  :  
"Selaku  Presiden  WCRP  dan  Sekjen  ICIS,  saya  sangat  menyayangkan  tuduhan  INTOLERANSI  agama  di  Indonesia.  Pembahasan  
di  forum  dunia  itu,  pasti  karena  laporan  dari  dalam  negeri  Indonesia.  Selama  berkeliling  dunia,  saya  belum  menemukan  negara  
muslim  mana  pun  yang  setoleran  Indonesia  .  Kalau  yang  dipakai  ukuran  adalah  masalah  AHMADIYAH,  memang  karena  
Ahmadiyah  menyimpang  dari  pokok  ajaran  Islam,  namun  selalu  menggunakan  stempel  Islam  dan  berorientasi  politik  Barat.  
Seandainya  Ahmadiyah  merupakan  agama  tersendiri,  pasti  tidak  dipersoalkan  oleh  umat  Islam."    
Benar  atau  tidak,  pernyataan  di  atas  adalah  pernyataan  Hasyim  Muzadi,  tidak  akan  dibahas  di  sini.  Pernyataan  tersebut  masih  
panjang.  Di  sini  hanya  menyangkut  Ahmadiyah  yang  ingin  dibicarakan.    
Sudah  sering  didengar  orang  berkata  "pokok  ajaran  agama"  dan  "umat  Islam",  tapi  tidak  jelas  betul  apa  yang  dimaksud.  Pada  
hemat  saya,  yang  dimaksud  dengan  "pokok  ajaran  agama"  ialah  hal-­hal  mendasar  dalam  keimanan.  Sedang  "umat  Islam"  ialah  
orang  atau  mereka  yang  menganut  Islam  sebagai  agama  yang  keberislaman  mereka  bercorak-­ragam.  Oleh  karena  itu,  tidak  wajar  
seseorang  memaksakan  pendapat  yang  orang  lain  tidak  sepaham.  Karena  itu  dilarang  mengekang  kreativitas  berpikir  orang  lain.  
Jadi,  kalau  seorang  muslim  berkata  kepada  seorang  muslim  lainnya  bahwa,  "paham  keagamaan  anda  bertentangan  dengan  pokok  
ajaran  Islam",  maka  masih  bisa  dipersoalkan,  pokok  ajaran  Islam  yang  mana:  Sunni,  Syiah,  atau  Ahmadiyah?  Atau,  Islam  NU,  Islam  
Muhammadiyah,  atau  Islam  lainnya?  Hal  itu  harus  dijelaskan  lebih  dulu,  karena  corak  Islam  sangat  kaya  dan  beraneka  macam.  
Contohnya,  enam  rukun  iman  Sunni  tidak  persis  sama  dengan  lima  rukun  iman  Syiah.  Sementara  enam  rukun  Sunni  juga  menjadi  
keimanan  Ahmadiyah.  Padahal,  sebagai  diketahui  rukun  iman  adalah  pokok  ajaran  Islam.  Demikian  pula  lima  rukun  Islam  
(syahadatain,  penunaian  salat,  penunaian  zakat,  berpuasa  Ramadan,  dan  berhaji  ke  Bait  Allah  bagi  yang  sanggup)  adalah  pokok  
keislaman  yang  ditunaikan  oleh  ketiga  peta  besar  umat  Islam  tersebut  (Sunni,  Syiah,  Ahmadiyah).  Rukun  iman  tentang  Imamiyah  
pada  Syiah  tidak  ada  pada  keenam  rukun  iman  pada  Sunni.  Meskipun  demikian,  saya  tidak  mau  berkata  bahwa  salah  satu  dari  
keduanya  salah  keimanannya.    
Karena  itu,  kalau  pernyataan  di  atas,  yang  dikatakan  sebagai  pernyataan  Hasyim  Muzadi,  saya  coba  untuk  tidak  segera  
mempercayainya.  Setidaknya  sulit  saya  percaya  seorang  tokoh  NU  sekaliber  dia  berpendapat  seperti  itu  tentang  Ahmadiyah.  Tapi,  
kalau  ternyata  memang  dia  berpendapat  demikian,  itu  juga  memperkuat  bukti  dan  kenyataan  betapa  umat  Islam  dan  keberislaman  
mereka  sangat  kaya  dan  tidak  seragam.  Bahkan,  kalau  itu  benar  adalah  pernyataan  Hasyim  Muzadi,  maka  "pokok  ajaran  agama"  
yang  ia  maksud  ialah  "menurut  yang  ia  pahami/anut";;  dan  "umat  Islam"  yang  ia  maksud  adalah  "mereka  yang  sependapat  
dengannya",  yang  mungkin  saja,  tidak  semua  orang/tokoh  NU  sependapat  dengannya. Qasim  Mathar  (2015)  menyatakan  bahwa  
Islam  harus  dibangun  atas  dasar  kesadaran  teologis.  Kesadaran  terhadap  hadirnya  multi  keyakinan  dan  pemahaman  yang  harus  
diterima  sebagai  sebuah  sunnatullah.    (QM)  
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